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ABSTRAK

Dana Fauziah Muslimah, 2021, Pencegahan Penularan Virus Corona di Masjid
Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang (Studi Implementasi dan Dampak
Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57 Tahun 2020), Skripsi, Program
Studi llmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan IImu Politik UIN Sunan Ampel
Surabaya.

Kata Kunci: Pencegahan, Virus Corona, Implementasi, Dampak, Perbup, Masjid.

Meninjau penyebaran virus corona di Kabupaten Jombang dalam tingkat
penyebaran virus terhitung sangat cepat dan masif pada setiap daerah sehingga
pemerintah daerah dengan cepat harus membuat aturan tentang protokol kesehatan
Jombang yang tertuang dalam peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57
Tahun 2020. Upaya pencegahan penularan virus corona ini tertuang dalam
peraturan Bupati, terkhusus pada tempat ibadah yakni masjid yang memiliki
pedoman tentang menjalankan protokol kesehatan. Penelitian ini berfokus pada
implementasi peraturan Bupati tentang protokol kesehatan di masjid. Ada dua
pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana
implementasi peraturan Bupati dalam pencegahan penularan virus corona di masjid.
Kedua bagaimana dampak adanya peraturan Bupati tentang pencegahan virus
corona.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian
kualitatif-studi kasus, yakni menganalisis lebih jauh dari tindakan pencegahan
penularan virus corona dengan mengukur tingkat keberhasilan implementasi di
masjid dan juga menganalisis terkait dampak yang terjadi setelah diterapkannya
peraturan tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi
dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori model implementasi oleh
Edwars George 11l dan pemikiran dampak olehThomas R. Dyee.

Penemuan dari penelitian ini adalah: pertama selama melakukan implementasi
protokol kesehatan adanya perubahan dari segi perilaku baik kepada takmir masjid
maupun jamaah masjid. Perbedaan tersebut adalah pada awal pandemi sangat ketat
dalam menerapkan protokol namun seiring berjalannya waktu pada masa new
normal saat ini tingkat kesadarannya menjadi berkurang. Hal tersebut terjadi karena
pihak masjid yang tidak konsisten dalam menerapkan disiplin protokol dan
masyarakat jamaah yang masih ada lalai akan protokol kesehatan.selain itu
monitoring yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak masjid belum optimal.
Kedua pada setiap kebijakan yang diterapkan akan selalu ada pengaruh atau
dampak yang terjadi baik itu dampak positif maupun dampak negatif termasuk
dalam kebijakan protokol kesehatan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dewasa ini sudah kita ketahui bahwa dunia sedang tidak dalam keadaan
yang baik, dunia tengah menghadapi wabah virus mematikan. Virus ini muncul
pada tahun 2019 yang mana awal mula ditemukan virus ini di kota Wuhan ibu
kota provinsi Hubai China Tiongkok, sehingga virus tersebut sudah menjadi
kasus dunia. Virus yang masih belum diketahui sumber dari penyebaran ini
diduga berasal dari hewan kelelawar yang akhirnya ditularkan oleh manusia
melalui dengan mengkonsumsi daging dari hewan kelelawar tersebut tapi belum
ada penelitian yang khusus terkait terbuktinya benar atau tidak berita tersebut.
Dengan seiringnya waktu mana World Health Organization memberikan nama

virus tersebut dengan virus corona virus disease 2019.2

Dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2020 kasus yang melaporkan
penyebaran virus covid-19 yang terbanyak berada di negara China yang berasal
dari provinsi Hubei yang kemudian menyebar hingga menyeluruh dalam
provinsi di China, hal tersebut sangat mungkin terjadi karena kemunculan
adanya virus ini berada di negara China. Menurut data yang ditemukan dalam
tanggal per 30 Januari 2020 sudah tercatat 7.376 kasus yang hanya berada di
negara China saja, sedangkan ditemukan berkisar 86 kasus yang berasal dari

negara Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Kamboja, Singapura,

2 Karyono, Penanganan Dan Pencegahan Pandemi Wabah Virus Corona (Covid-19) Kabupaten
Indramayu, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Volume 2 No 2 Tahun 2019 ISSN 2655-8823 (p)
ISSN 2656-1786 (e)



Arab Saudi, Jepang, Korea Selatan, Indonesia dan negara-negara lainnya.®
Dilansir dalam artikel website World Health Organization bahwa dalam status
darurat global, yang mengartikan bahwa virus tersebut sudah menyebar di

dunia.*

Indonesia dalam penyebaran virus corona yakni pada awal Maret 2020 yang
merupakan awal ditemukannya kasus virus corona. Bermula dengan
ditemukannya 2 yang terindikasi corona namun dalam perkembangan
penyebarannya hingga sampai saat ini terus meningkat yang per tanggal 10 juli
2021 kasus yang terkonfirmasi sudah mencapai 2.455.912 jiwa. Dengan
akumulasi 367.733 kasus aktif dan data dengan jumlah 2.023.548 jiwa
dinyatakan sembuh dan data kematian 64.631 jiwa.> Indonesia juga merupakan
negara di Asia Tenggara yang dalam angka kematian akibat penyebaran virus
corona dinilai cukup tinggi. Hal tersebut terjadi karena Kinerja pemerintah yang
dinilai lamban dalam penanggulangan penyebaran saat terjadi awal ditemukan
virus di Indonesia. Sampai akhirnya pemerintah membuat kebijakan tentang
pembatasan masyarakat dengan istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB)

yang kemudian saat ini diakumulasikan lebih mikro yang diterapkan dalam

3 Adityo Susilo, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, Jurnal Penyakit Dalam
Indonesia, Volume 7 No 1 Tahun 2020

4 World Health Organizations. WHO Director Generals Opening remarks at the media briefing on
Covid-19 11 march 2020. https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-
general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020 Di akses pada Senin
16 November 2020. Pukul 07.30 WIB

> Data sebaran virus covid-1910 Juli 2021. https://covid19.go.id/ yang diakses pada sabtu 10 Juli
2021 pukul 12.44 WIB



https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020
https://covid19.go.id/

wilayah Jawa-Bali dengan istilah pemberlakukan pembatasan masyarakat atau

dengan istilah (PPKM).

Jawa timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk +£39 juta
jiwa, melihat dari segi penyebaran virus corona ini relatif tinggi dengan
menyumbang jumlah kasus mencapai 189.707 jiwa per tanggal 9 juli 2021
dengan data kumulatif kasus aktif 13.663 jiwa dan data 162.209 jiwa sudah
dalam keadaan sembuh dan sebanyak 14.013 adalah data jumlah kematian di
Jawa Timur®. Dengan melihat tingginya angka penyebaran virus corona maka
hal tersebut mengakibatkan beberapa wilayah di Jawa timur dalam kondisi
beresiko tinggi penyebaran virus corona. Jawa Timur juga dalam wilayah
kebijakan PPKM, yang mana PPKM ini lebih berskala mikro bila dibandingkan
dengan PSBB karena melihat bahwa aturan pemberlakuan PPKM ini sampai
pada tingkat desa yakni rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di setiap

masing-masing daerah.

Kabupaten Jombang sebagian wilayahnya sudah masuk dalam zona merah
yang mana sudah dalam status darurat corona sehingga sampai saat ini
penyebaran virus corona di Jombang mencapai 5.809 orang terinfeksi virus
corona dengan akumulasi data penyembuhan sebanyak 4.695 jiwa dan kasus
aktif 479 jiwa dan data kematian 635 jiwa yang dilihat pada per tanggal 10 Juli

2021." Kebanyakan penularan terjadi karena memang banyak dari warga

¢ Data sebaran viru covid-19 pada 9 Juli 2021 http://infocovid19.jatimprov.go.id/ yang diakses pada
10 Juli 2021

7 Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang per tanggal 10 Juli 2021 yang diakses melalui
http://dinkesjombangkab.go.id/ yang diakses pada 10 juli 2021 pukul 18.00



http://infocovid19.jatimprov.go.id/
http://dinkesjombangkab.go.id/

Jombang yang bekerja di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta dan kota
lainnya selain itu juga masih kurang atas kesadaran dari masyarakat Jombang
yang mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker saat bepergian

keluar rumah dan masih sering terjadi kerumunan orang-orang.

Pemerintah Kabupaten Jombang juga telah membuat kebijakan publik yang
berupa peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2020 tentang penerapan disiplin
protokol kesehatan untuk pencegahan dan pengendalian virus corona. Kebijakan
publik daerah ini memang dibuat atas kewenangan dari pemerintah daerah itu
sendiri yang sudah tentu hal ini bersifat umum atau publik dan untuk mematuhi
aturan yang ada. Dalam menerapkan kebijakan bupati tersebut dibutuhkan
pengimplementasi yang tepat, karena penerapan dalam suatu kebijakan

merupakan hal yang sangat genting dalam suatu kebijakan.

Pada saat masa pandemi saat ini Masjid Agung Baitul Mukminin ini
merupakan masjid yang menerapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan
himbauan bupati, masjid yang tidak melaksanakan sholat idul fitri tahun 2020
karena dikhawatirkan akan menjadi penyebab penyebaran yang mana diketahui
bahwa hampir semua masjid di Kabupaten Jombang melakukan sholat idul fitri
meskipun Bupati sudah memberikan himbauan untuk tidak melaksanakannya.
Selain itu juga sempat beberapa kali sholat jum’at di Masjid Jombang ini terhenti
karena memang juga dikhwatirkan akan adanya penambahan kasus baru di

Jombang.



Penerapan implementasi di Masjid Agung Baitul Mukminin dirasa sangat
ketat dalam menjalankan pencegahan penularan virus corona dengan protokol
kesehatan sehingga peneliti mengambil judul “Pencegahan Penularan Virus
Corona di Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang (Studi
Implementasi dan Dampak Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57
Tahun 2020)” yang mana dalam hal ini dimaksudkan bahwa fokus penelitian
tersebut terhadap keberhasilan implementasi kebijakan bupati yang bertempat di
Masjid Baitul Mukminin dengan teori implementasi yang relevan serta

menganalisis terkait dampak yang terjadi pada kebijakan tersebut.

Berbeda pada puasa tahun 2021 saat ini karena Masjid Agung Baitul
Mukminin mulai membuka kegiatan keagamaan seperti shalat tarawih, kajian
subuh dan pembagian takjil dilakukan dalam masa pademi saat ini. Sehingga hal
tersebut juga menjadi alasan untuk meneliti mengenai penerapan protokol
kesehatan di Masjid dalam melakukan kegiatan keagamaan, apakah sesuai
dengan instruksi yang tertera pada peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor
57 Tahun 2020. Karena dirasa penerapan sistem new normal membolehkan
untuk melakukan berbagai kegiatan diantara terdapat kegiatan beribadah, hal
yang sangat penting untuk diperhatikan yakni mengenai upaya untuk mencegah
penularan penyebaran virus.

. Rumusan masalah
1. Bagaimana pencegahan penularan virus corona di Masjid Agung Baitul
Mukminin dalam implementasi peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor

57 Tahun 2020?



2. Bagaimana dampak peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57 Tahun
2020 tentang pencegahan penularan virus corona?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan Bupati Kabupaten Jombang
nomor 57 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan untuk
pencegahan penularan virus corona pada kegiatan keagamaan di Masjid
Baitul Mukminin Kabupaten Jombang

2. Untuk mengetahui dampak atau pengaruh masyarakat terhadap adanya
implementasi peraturan Bupati Kabupaten Jombang nomor 57 tahun 2020
tentang penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan penularan virus

corona.

Manfaat Penelitian
Terbagi menjadi dua manfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bermanfaat sebagai bahan kajian ilmu politik khususnya
mengenai implementasi dan dampak kebijakan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Sebagai syarat guna memenuhi tugas akhir kuliah yaitu skripsi untuk
mendapatkan gelar sarjana Strata Satu. Serta untuk menambah wawasan

ilmu pengetahuan khususnya untuk peneliti.



b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dalam menilai kinerja saat evaluasi dan
kritikan maupun saran bagi pemerintah daerah kabupaten Jombang dalam

menentukan setiap kebijakan.

E. Definisi konseptual

Definisi konseptual adalah pernyataan yang mendefinisikan atau memberi
arti dari konsep atau istilah tertentu, selain itu definisi konseptual memberikan
gambaran yang umum dan komprehensif . agar terhindar dari kesalahpahaman
dalam penafsiran terhadap judul skripsi ini maka peneliti perlu menjelaskan

maksud dari istilah didalamnya yaitu:

1. Pencegahan
Pencegahan menurut epistemologi berasal dari kata “cegah” yang berarti
mencegah melakukan tindakan perilaku merugikan diri sendiri maupun orang
lain dan menaati segala norma atau aturan yang berlaku sesuai dengan
ketentuan. Melakukan perilaku tindakan pencegahan ini dilakukan apabila
seseorang merasa tidak aman dan tidak nyaman dalam suatu kondisi tertentu,
dan akan merasa aman ketika telah melakukan tindakan pencegahan.
2. Definisi virus Covid-19
Pemberian nama virus yang menyerang dunia pada tahun 2019 dapat
dinilai dalam bentuk virus tersebut. Nama “corona” diambil dalam bahasa

latin yang maknanya merupakan sebuah mahkota. Diambil makna mahkota



karena bentuk dari virus ini adalah utuh dan tunggal dan awal muncul dan
ditemukannya virus mematikan ini pada tahun 2019.8

Sehingga pada akhirnya World Health Organization memberikan nama
Corona Virus 2019 atau disebut juga dengan covid-19. Seperti kita ketahui
bahwa virus corona ini sangat cepat dalam penyebarannya, ada beberapa
argumen dari artikel dan pemberitaan tentang awal mula penyebaran virus ini.
Sebagai contoh bahwa penyebab adanya virus ini diduga berasal dari adanya
paparan pasar hewan laut, menjajakan berbagai jenis hewan hidup yang di
pasar di Wuhan China °, selain itu juga ada argumen bahwa penularan dari
virus ini terjadi akibat dikonsumsinya daging kelelawar oleh masyarakat di
Wuhan China. Mengkonsumsi daging yang tidak lumrah tersebut sudah
menjadi hal biasa yang dilakukan sejak dulu da juga menjadi salah satu
makanan favorit oleh masyarakat Wuhan China.

Dalam penularan oleh virus ini terjadi melalui droplet udara ketika
manusia bersin ataupun batuk. Tingkat penularan virus ini sangat cepat dalam
perkembangannya, seseorang yang imunnya lemah, maupun lansia sangat
rentan terpapar virus corona. Tetapi meskipun telah menjaga daya tahan
tubuh agar tetap sehat tidak dapat dipungkiri juga dapat terpapar oleh virus,

oleh karena itu penting untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

& Andhika Candra Pura, Sarah Fitriani, Seri 1 Tanya Jawab Covid-19 Informasi yang harus
diketahui mengenai coronavirus, Publikasi online melalui website www.guepedia.com : guepedia
2020 yang diakses pada 16 November 2020 Pukul 18.00 WIB

® World Health Organizations. Coronavirus ; Health Topics. https://www.who.int/health
topics/coronavirus#tab=tab_1 di akses pada senin 17 november 2020. Pukul 05.00 WIB.



https://www.who.int/health%20topics/coronavirus#tab=tab_1
https://www.who.int/health%20topics/coronavirus#tab=tab_1

3. Definisi Implementasi

Pemahaman mengenai implementasi dapat dimulai dari makna
implementasi tersebut. Implementasi hadir setelah aktor politik merumuskan
adanya kebijakan, bisa dari pemerintah tingkat senter hingga tingkat setiap
daerah. Implementasi merupakan kegiatan penerapan dari kebijakan tersebut.
Kebijakan hadir tentu memiliki arah yakni dengan adanya tujuan-tujuan dan
program tertentu, maka dengan melihat bagaimana implementasi dilakukan
maka dapat untuk melihat dampak dari adanya kebijakan tersebut sehingga
akhirnya pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan tersebut guna
menyempurnakan kekurangan atau kendala yang dihadapi.°

Proses implementasi dalam formulasi kebijakan merupakan hal yang
serius. Karna dalam implementasi dapat menentukan keberhasilan atau
tidaknya kebijakan itu pada tahap tersebut dan juga peran dari implementor
juga tak luput dari keberhasilan sebuah implementasi karna dalam hal ini
implementor perlu untuk konsisten dan berkomitmen dalam melaksanakan
kebijakan tersebut.

Dalam mempengaruhi suatu keberhasilan maupun ketidakberhasilan
pada kebijakan ditemukan terdapat faktor-faktor yang dapat dipetakan setelah
dilakukannya serangkaian penelitian oleh peneliti . Melihat dalam sebuah
realita yang ada maka kumpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi

tersebut yang akhirnya disebut sebagai adanya gaya dalam studi implementasi

10 Inu Kencana Syafiie. Sistem Pemerintahan Indonesia (Edisi Revisi), (Bandung : Refika Aditama
2008) hal 56
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itu sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan dengan tujuan agar
menyederhanakan realitas sebuah implementasi kebijakan yang kalut menjadi
lebih sederhana dan mudah.!
4. Definisi Dampak
Bila membahas tentang dampak tentu dalam hal ini merupakan suatu
pengaruh yang mendatangkan akibat baik maupun akibat buruk. Pengaruh
merupakan suatu hubungan timbal balik yang mana dapat apa mempengaruhi
dan dipengaruhi yang merelavikannnya dengan sebab akibat.'? Dalam
pemahaman sederhana bahwa dampak merupakan hasil dari adanya sebab
dan akibat dalam setiap keputusan yang diambil oleh aktor politik dalam
sebuah kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi suatu permasalahan dalam
masyarakat.
5. Definisi Kebijakan publik
Menurut James Anderson “kebijakan sebagai langkah tindakan yang
secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang
berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi”®3
Anderson menganggap bahwa lebih mempersoalkan mengenai tentang

perilaku atau langkah yang tepat untuk menghadapi suatu permasalahan yang

dihadapi.

11 Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyawati, Implementasi kebijakan publik : Konsep dan
aplikasinya di Indonesia, cet 2, (Yogyakarta : Gava media 2015) him 16

12 Syharno dan Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Semarang :Widya Karya him 243
13 Suharno, Dasar-dasar kebijakan publik : Kajian proses dan analisis kebijakan, cet 1,
(Yogyakarta : Penerbit Ombak 2016) him 4
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Kebijakan dibuat dari berbagai tahap yakni pertama Penyusunan agenda.
Dalam tahap ini pemerintah menempatkan masalah pada agenda publik.
Kemudian ada beberapa persoalan yang harus untuk diteruskan atau
dihentikan. Pada tahap kedua Formulasi kebijakan pemerintah memberikan
penyusunan untuk mencari alternatif jalan keluar dari persoalan yang sedang
dihadapi. Dalam hal ini tindakan legislatif, perintah eksekutif sangat
diperlukan untuk menyempurnakan hasil. Pada tahap ketiga merupakan
Adopsi  Kebijakan yakni alternatif kebijakan yang diadopsi untuk
mendapatkan dukungan terbanyak oleh pihak legislatif terhadap kebijakan
tersebut. Tahap keempat yakni Implementasi Kebijakan, implementasi
merupakan hal yang genting dilakukan dalam tahap perumusan kebijakan
karena dalam tahap ini dapat dilihat berhasil atau tidaknya suatu kebijakan.
Dalam hal ini dilakukan oleh para implementor. Terakhir tahap kelima adalah
penilaian kebijakan dalam hal ini adalah untuk mengevaluasi dari telah
dilakukannya implementasi kebijakan. Menilai keberhasilan atau kegagalan

kebijakan tersebut. 14

Lebih mengedepankan apa yang harus dilakukan dilihat mengenai
persoalan realita dalam masyarakat dari pada terlalu berbelit dengan berbagai
usulan karena dalam tahap pembuatan kebijakan terdapat tahap implementasi

yang mana bukan hanya sekedar kebijakan sebatas usulan saja tetapi perlu

14 William N. Dunn, Pengantar analisis kebijakan publik (Yogyakarta : Gajah mada
University press 2003) him 24-25



F.

12

untuk mengamati secara langsung, karena bila hanya ide atau gagasan tanpa

melihat realita kebijakan tersebut dinilai kurang sesuai.

Sistematika Pembahasan

Suatu penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentunya harus disusun secara
sistematis dengan tujuan agar dapat dipahami oleh pembaca, yang mana
diuraikan menjadi bagian bab dan sub bab. Adapun yang diuraikan adalah:

Bab | Pendahuluan bahwa dalam penelitian peneliti menggambarkan terkait
permasalahan pencegahan penularan virus corona dengan dilakukannya
implementasi kebijakan publik, mengukur tingkat keberhasilan kebijakan dalam
penerapannya di masyarakat. Kemudian pada sub bab kedua yakni rumusan
masalah, dalam rumusan masalah ini terdiri dari beberapa pertanyaan-
pertanyaan yang dipaparkan oleh peneliti untuk mencari apa yang dipertanyakan
di penelitian. Kegita, yakni adanya tujuan penelitian yang didalamnya terdapat
beberapa uraian mengenai tujuan penelitian dari penelitian serta juga menjawab
pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan permasalahan. Keempat adalah manfaat
penelitian, didalamnya terdapat uraian dari adanya kebermanfaatan untuk
berbagai pihak dengan hasil penelitian yang telah ditemukan. Kelima adalah sub
bab definisi konseptual yang mana dalam sub ini membahas mengenai beberapa
uraian terkait konsep yang digunakan oleh peneliti. Keenam yakni sistematika
pembahasan, sudah tentu di dalamnya menguraikan mengenai tentang pokok-
pokok pembahasan dalam penelitian yang mana pada setiap bab dan sub bab
tertulis secara runtut dan sistematis. Dalam sub ini memberikan gambaran secara

umum yang dijabarkan oleh peneliti.



13

Bab Il Kajian Teoritik Pada pembahasan bab kedua ini peneliti memberikan
ulasan lebih rinci mengenai penularan virus corona dengan melihat
implementasi dari kebijakan publik. Kemudian disambung dengan beberapa
ulasan terkait penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas
peneliti serta bagaimana persamaan dan perbedaan dalam pembahasan yang
terkandung di dalamnya. Selain itu juga dalam bab ini peneliti juga
menyuguhkan penjelas terkait kajian pustaka yang mana kemudahan
dimaksudkan kepada penyajian informasi mengenai gambaran umum tentang
pengimplementasian kebijakan publik untuk pencegahan penularan virus corona
di Masjid Agung Baitul Mukminin. Serta melihat korelasi maupun relevansi
bahwa sesuai dengan teori yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis
permasalahan atau fenomena yang searah dengan judul dalam penelitian.

Bab 111 Metode Penelitian, yakni pada bab ini penelitian digunakan untuk
memberikan penjelasan yang digunakan peneliti dalam melakukan kegiatan
pencarian dan pengumpulan data-data pada saat melakukan penelitian di
lapangan. Dalam bab ini juga terdapat beberapa poin yang akan dibahas, bahwa
dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian yang
diuraikan menggunakan deskripsi. Selain itu dijelaskan juga terkait gambaran
tempat atau lokasi dan waktu dalam melakukan penelitian, hal ini bertujuan agar
memudahkan peneliti dalam proses penelitian. Kemudian selanjutnya adalah
pemilihan subjek penelitian yang berkaitan dengan informan atau narasumber

dalam penelitian. Tahap-tahap penelitian, wawancara, observasi, dokumentasi
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merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti serta teknik
triangulasi untuk keabsahan data.

Bab IV Penyajian Data dan Analisa Teori Bab keempat, berisikan jawaban
atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yang mana sesuai dengan
yang ditemukan dalam realita kehidupan sosial masyarakat. Peneliti
memberikan penjelasan mengenai yang telah diperoleh berupa data pada proses
penelitian. Dalam penyajian data tersebut dapat dilakukan dengan cara tertulis
yang mungkin akan disajikan dalam bentuk gambar-gambar atau tabel-tabel
yang dijadikan pelengkap dan pendukung data dalam menyajikan pembahasan
penelitian ini, yang mana selanjutnya data yang telah diperoleh kemudian
dianalisis menggunakan teori yang relevan sesuai dengan permasalahan yang
ada dalam penelitian.

Bab V Penutup: Bab kelima yang merupakan peneliti memberikan
penjelasan terkait kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah
dijabarkan oleh peneliti. Dengan maksud tujuan agar memudahkan masyarakat
atau pembaca dalam memahami hasil akhir dari penelitian ini. Salah satu poin
yang penting dalam sebuah penelitian adalah adanya kesimpulan karena juga
terdapat saran-saran atau masukan yang direkomendasikan kepada pembaca

guna untuk mendukung penelitian menjadi lebih baik lagi.



BAB Il

KAJIAN TEORITIK

A. Penelitian terdahulu

No | Peneliti Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan Perbedaan
1 St. Maslahah Bahwa dalam (1. Pada Perbedaannya
Syamsudd | kebijakan hasil penelitian | penelitian ini | adalah
uha pencegahan tersebut melihat | membahas 1. Bahwa dalam
wabah pandemi | bagaimana tentang analisis penelitian
covid-19 dalam | langkah pencegahan yang
islam pencegahan penyebaran dilakukan
Jurnal Hukum | pemerintah virus corona | peneliti dalam
Islam Fakultas | dalam membuat | dengan penelitian
Agama Islam | kebijakan, melakukan yang
Universitas langkah protokol direlevansikan
Muslim pencegahan nya | kesehatan dengan
Indonesia seperti membuat | dengan sesuai regulasi
Volume 1 | aturan kebijakan pemerintah
Nomor 2 Tahun | melakukan pemerintah daerah
2020 protokol 2. Penelitian
E-ISSN: 2729- | kesehatan yang
9164 seperti memakai dilakukan
masker, menjaga oleh peneliti
jarak, mencuci hanya
tangan, berfokus pada
menghindari protokol
kerumunan. kesehatan saja
selain itu juga
membahas
terkait tentang
aturan
pembatasan
berskala  besar
yang diterapkan
di Indonesia
yang
direlevansikan
dengan
maslahah dalam
islam.
2 Faura Dea | Analisis Dalam 1. Bahwa dalam [. Dalam metode
Ayu Dampak penelitian peneliti ini ini
Pinasti Pandemi tersebut sama-sama menggunakan
Corona Virus menyajikan membahas metode cross-

15
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Terhadap dampak pada tentang sectional
Tingkat tingkat dampak dalam sedangkan
Kesadaran kepatuhan menerapkan penelitian
Masyarakat masyarakat protokol yang
dalam dalam kesehatan dilakukan
Penerapan menjalankan peneliti
Protokol protokol menggunakan
Kesehatan kesehatan metode
Wellness and dengan penelitian
healthy mengukur kualitatif.
magazine melalui . Dalam peneliti
Volume 2 instrumen ini tidak
Nomor 2 Tahun | kuesioner, dan menggunakan
2020 hasil yang dasar
E-ISSN 2656- didapat adalah kebijakan
0062 bahwa masih sedangkan
banyak penelitian
masyarakat yang yang
kurang peduli dilakukan oleh
akan kesehatan peneliti ini
diri sendiri dan menggunakan
lingkungan regulasi
dalam tingkat daerah.
menerapkan
protokol
kesehatan.
Hidayat Pemberdayaan | Penelitian ini . Dalam . Metode yang
Muttagin, | Jamaah Masjid | membahas penelitian ini digunakan
dkk. Dan dampak menilai dalam metode
Penanggulanga | pandemi virus tentang riset
n corona dalam bagaimana sedangkan
Dampak kehidupan pihak masjid peneliti dalam
Pandemi Covid- | spiritual umat mengelola penelitian
19 Islam di masjid dalam yang
(Studi lingkungan masa pandemi dilakukan
Lapangan masjid virus corona menggunakan
Masjid Baitul mengetahui . Membahas metode
Mukhlisin, bagaimana juga terkait kualitatif.
Desa upaya perihal . Tidak adanya
Pangkalan, pemberdayaan dampak yang relevansi
Kecamatan jamaah masjid terjadi selama dengan
Ciawigebang, dalam pandemi virus regulasi baik
Kuningan) menanggulangi corona regulasi pusat
Jurnal Kajian dampak terhadap maupun
Islam, volume 2 | virus corona jamaah. daerah

Nomor 1 Tahun

dalam hal ini
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2020 p-ISSN: pemberdayaan
2685-151512 jamaah di
Masjid Baitul
Mukhlisin
Idham Pengaruh Fokus utama . Bahwa adanya |1. Penelitian ini
Imam Implementasi penelitian ini relevansi pada menggunaka
Saputra kebijakan adalah kebijakan n metode
terhadap membahas daerah yang kuantitatif
efektivitas tentang membahas yang mana
penanggulangan | Pengaruh mengenai sedangkan
covid-19 oleh Implementasi kebijakan yang akan
pemerintah kebijakan pencegahan diteliti oleh
daerah terhadap penyebaran peneliti
Kabupaten efektivitas virus corona. menggunaka
Kerinci. Penanggulangan [2. Menggunakan n metode
Volume 7 virus corona relevansi teori penelitian
Tahun 2020 oleh Pemerintah oleh George kualitatif.
Nusantara : Daerah Edwars 111 2. Tidak
Jurnal ilmu kabupaten pada model adanya
pengetahuan Kerinci. Fokus implementasi pembahasan
sosial e-ISSN : | utama penelitian kebijakan terkait
2550-0813 p- ini adalah publik. tentang
ISSN : 2541- membahas dampak
657X tentang hanya
Pengaruh terfokus
Implementasi pada
kebijakan pembahasan
terhadap implementasi
efektivitas
Penanggulangan
virus corona
oleh Pemerintah
Daerah
kabupaten
Kerinci
Retnawati | Analisis Implementasi . Bahwa sama L. Dalam
WD Tuti, | Implementasi kebijakan Work mengukur penelitian
Kebijakan work | from Home tingkat tersebut
from home dapat keberhasilan menggunakan
pada menimbulkan output dalam metode studi
kesejahteraan akibat naik diterapkannya literatur yang
pengemudi turunnya sebuah terpaku pada
transportasi kesejahteraan kebijakan kajian
online di para pengemudi [2. Membahas kepustakaan
Indonesia. transportasi juga pada
Volume 3No 1 | online, karena dampak pada
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Tahun 2020 sebagian besar kesejahteraan
Jurnal limiah masyarakat subjek yang
lImu tinggal berdiam dituju.
Administrasi e- | di rumah. 3. Teori yang
ISSN 2622- digunakan
0253 dalam
relevansi
penelitian
menggunakan
pemikiran
George
Edwars 11l
dalam
implementasi
kebijakan
publik.
Leo Analisis Menilai upaya | Penelitian 1. Bahwa
Agustino | Kebijakan pemerintah tersebut sama- metode
Penanganan Indonesia dalam | sama membahas penelitian
Wabah Covid- | menangani tentang tersebut
19 Pengalaman | kasus penelitian menggunakan
Indonesia, penyebaran pandemi virus metode
Jurnal Borneo virus corona, corona di deskriptif
Administrator, | bahwa masih Indonesia analisis
Volume 1 belum optimal sedangkan
Nomor 2 Tahun | dalam peneliti dalam
2020 p-ISSN: penanganan melakukan
1858-0300 e- virus corona dan penelitian
ISSN: 2407- juga lambannya menggunakan
6767 respon metode
pemerintah. penelitian
Selain itu juga kualitatif
sikap tidak 2. Objek lokasi
peduli yang tidak
masyarakat akan spesifik dan
himbauan untuk bersifat
menaati aturan universal
protokol
kesehatan yang
telah diputuskan
oleh pemerintah.
Arif Agus | Implementasi Penelitian ini Bahwa dalam Dalam skripsi
Prastia S Peraturan membahas penelitian ini
Bupati (Perbup) | tentang tersebut terfokus menggunakan
Nomor 06 penyaluran pada kajian pemahaman
Tahun 2017 beras oleh implementasi teori




19

Tentang petani lokal pada regulasi implementasi
Program Beras | kepada pegawai | kepala daerah. oleh Van
Untuk Pegawai | negeri sipil Hom
Negeri Sipil (PNS) sebagai sedangkan
(PNS) bentuk oleh peneliti
Lingkungan dukungan dalam dalam
Tanjung Jabung | pertumbuhan penelitian saat
Timur, alumni ekonomi dan ini
Fakultas kesejahteraan menggunakan
Syariah pegawai. Selain teori model
Universitas itu juga dalam implementasi
Islam Negeri skripsi ini oleh Edward
Sulthan Thaha | membahas George I
Saifuddin Jambi | tentang faktor Penelitian
dalam bentuk penghambat dan tersebut
skripsi, pada pendukung hanya
tahun 2019. selama proses menggunakan
implementasi metode
dilakukan kualitatif saja
sedangkan
penelitian saat
ini peneliti
menggunakan
metode
kualitatif
deskriptif
dengan jenis
penelitian
kualitatif-
studi kasus
Khaerul Implementasi Penelitian ini 1.Bahwa dalam Penelitian
Rizki Peraturan membahas penelitian tersebut selain
Bupati tentang tersebut membahas
Kabupaten implementasi terfokus pada implementasi
Lombok No 35 | peraturan Bupati kajian dan
Tahun 2017 dan juga implementasi membahas
Tentang mengetahui pada regulasi tentang faktor
Pemilihan faktor yang kepala daerah yang
Kepala Desa mempengaruhi 2.Dalam mempengaruh
Serentak Tahun | proses penelitian ini I sedangkan
2019, alumni pemilihan menggunakan penelitian
Fakultas llmu kepala desa teori model yang
Sosial dan limu | serentak. implementasi dilakukan
Politik Dengan Edward oleh peneliti
Universitas menggunakan George Il1 bukan hanya
Muhammadiya | Metode dalam yang juga terfokus pada
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h Mataram penelitian ini dilakukan implementasi
dalam bentuk menggunakan oleh saja tapi
skripsi, kualitatif dengan penelitian saat dampak yang
dilakukan pada | pendekatan ini oleh terjadi setelah
tahun 2020 deskriptif. peneliti implementasi
dilakukan.

9 Adimas Implementasi Penelitian ini Bahwa dalam Konteks
Hazidar Peraturan membahas penelitian peraturan Bupati
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tangan sebelum
makan dan tidak
membawa hand
sanitizer saat
bepergian
sebagai bentuk
perlindungan
diri.

B. Kerangka Teori
Penggunaan teori dalam penelitian ini terdapat dua teori yang berbeda

karena berdasar atas rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yang
diantaranya terdapat dua rumusan masalah, teori yang pertama adalah untuk
menilai suatu keberhasilan implementasi kebijakan public, maka implementasi
tersebut antara lain adalah sebaik berikut:
1. Teori Implementasi Kebijakan
Penggunaan teori pertama adalah oleh pemikiran tokoh politik yakni
George C. Edwards I11 (1980). George C. Edwards merupakan profesor yang
terkemuka dalam bidang politik. Pemikiranya mengenai sumbangsih dunia
perpolitikkan ini cukup dikenal dalam dunia akademisi, seperti pemikirannya
mengenai tentang implementasi kebijakan. George C. Edwards dalam
pandangannya bahwa model implementasi kebijakan ini memiliki empat
variabel yang mendukung, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan

struktur birokrasi:!®

15 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi , Cet X (Yogyakarta :
Pustaka pelajar 2021) him 90
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Gambar 2.1

Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards I11

Komunikasi
A
Sumberdava
M \ )
Implementast
W /
Sikap
(Disaposisi)
Sirukiur
Birokrasi

(Sumber: Implementasi Kebijakan dalam Analisis Subarsono)

a. Komunikasi

Perlunya dilakukan komunikasi guna untuk mendukung implementasi
memahami maksud dari tujuan suatu kebijakan itu hadir karena hal
tersebut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan.®Komunikasi
sangat penting karena dalam menyampaikan informasi juga harus tepat
dan sesuai dan agar tidak adanya kesalahpahaman atau miss
communication antara pembuat kebijakan dengan kelompok sasaran,
penyampaian kebijakan juga harus konsisten dan komitmen artinya tidak
berganti-ganti kebijakan yang dilakukan pada pemerintah agar selaku
implementor dan kelompok sasaran tidak bingung dalam menerapkan
kebijakan. Kejelasan komunikasi ini dalam suatu implementasi ini dinilai

penting memahami apa yang seharusnya boleh untuk dilakukan dan mana

18 Ibid
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yang seharusnya tidak boleh untuk dilakukan agar terciptanya

implementasi kebijakan yang diinginkan pada tujuan awal.*’

. Sumber daya

Faktor yang penting lainnya yakni sumber daya, baik berupa manusia,
maupun finansial yang mencukupi dalam menjalankan kebijakan itu
sendiri.*® Logika perlu adanya sumber daya karena jika komunikasi sudah
dilakukan dengan sebaik mungkin tetapi bila sumber daya tidak memadai
kebijakan yang dihasilkan tidak berjalan dengan baik. Agar kebijakan
dapat berjalan efektif sumber daya pada implementasi kebijakan sangat
diperlukan.*®
Disposisi

Disposisi juga dapat diartikan sebagai sikap pelaksana % atau juga
menjadi ciri khas dari yang implementor itu sendiri. seperti sikap yang
jujur dan komitmen akan perilaku dan penyampaian kepada kelompok
sasaran. Disposisi ini juga menjadi faktor yang penting dalam menunjang
keberhasilan implementasi. Jika selaku pelaksana dapat bersikap dengan
baik yang artinya mendukung dengan adanya kebijakan tersebut maka
implementasi berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan, tetapi

sebaliknya bila pelaksana tidak berperilaku baik artinya menolak

7 Nurtje Irini Djoys Guyen, Skripsi, Implementasi kebijakan penyaluran dana bantuan
operasional sekolah (BOS) Dinas pendidikan dan pemuda olahraga Kabupaten Kepulauan Aru,
Jakarta : 2014

18 Awan Y. Abdoellah, Yudi Rustiana, Kebijakan Publik : Teori dan analisis kebijakan publik,

(Bandung

: Alfabeta 2012) him 69

19 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi, Cet X (Yogyakarta :
Pustaka pelajar 2021) him 92

20 Op.cit,.
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kebijakan tersebut maka tidak akan pernah kebijakan itu dikatakan

berhasil.?

d. Struktur birokrasi

Faktor struktur birokrasi menurut George C. Edwards 11l juga sangat
penting karena menganggap bahwa dalam melakukan pengaplikasian
suatu kebijakan perlu adanya birokrasi yang mana ada dua hal penting
yang harus diperhatikan yaitu mekanisme dan struktur organisasi dari
pelaksana tersebut.?? Pada implementor yang bertindak perlu adanya
prosedur operasi yang standart (Stadart operating procedures atau SOP)
dalam suatu struktur ogranisasi agar menjadi pedoman saat melakukan

kegiatan.?®

2 Teori Dampak Kebijakan

Pada teori yang kedua ini membahas tentang dampak yang maana bahwa
dalam evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahap untuk mengetahui
tentang dampak dari adanya kebijakan yang telah diterapkan pada
masyarakat. Menurut Subarsono “ “impact” adalah akibat lebih jauh pada
masyarakat sebagai  konsekuensi adanya kebijakan yang telah
diimplementasikan™?* perlu dipahami bahwa sering terjadinya program

pemerintah yang masih membingungkan atau terjadi tumpang tindih, maka

21 Andrianto, Implementasi kebijakan program kartu tangerang pintar pada jenjang pendidikan
SMAN, SMK dan MAN di Kabupaten Tangerang, Skripsi, Banten : 2017

22 Akhmad Rafi’i, dkk, Implementasi undang-undang republik Indonesia no 6 tahun 2014 tentang
desa : studi pada fungsi badan permusyawaratan desa di desa Bintang Ninggi Il Kecamatan Taweh
Selatan Kabupaten Barito Utara, Jurnal Administrasi Publik Volume 6 No 1 tahun 2020

23 Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi, Cet X (Yogyakarta :
Pustaka pelajar 2021) him 92

24 1bid., him 122
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hadirnya suatu program kebijakan yang telah dilakukan akan berakibat

berupa wujud dampak, jadi tidak ada keikutsertaan oleh aturan atau program

kebijakan yang lainnya.

Pada evaluasi dampak ini berfokus pada output (keluaran dari kebijakan)
dan dampak yang terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan. Dapat
dipahami bahwa ada perbedaan antara policy impact dengan policy output
bahwa kegiatan yang berakibat dan konsekuensi-konsekuensi yang
ditimbulkan dari adanya kegiatan output yang telah dilakukan dan dihasilkan
dari adanya suatu kebijakan pemerintah.?® Menurut Thomas R. Dyee
mengemukakan bahwa ada lima kumpulan faktor yang termasuk dampak
pada implementasi kebijakan yang melihat pada kondisi realitanya bahwa
sebagai berikut?®:

a. Dampak kebijakan pada konflik publik dan pengaruh kebijakan pada
orang-orang yang terlibat, dengan begitu bahwa pada pembuatan awal
kebijakan harus menentukan sasaran dan dampak dari kebijakan publik
yang akan dibuat.

b. Kebijakan publik telah diperkirakan oleh aktor perumusan kebijakan
publik bahwa mungkin akan bisa berpengaruh terhadap atau kelompok di

luar sasaran atau tujuan dari adanya kebijakan publik tersebut.

25 Rini Sulistiyani, Dampak kebijakan program nasional pemberdayaan masyarakat usaha garam
rakyat (PNPM PUGAR) terhadap petani garam desa Kedungmuti kecamatan Wedung kabupaten
Demak, Skripsi, 2015

% Ibid,.
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c. Kebijakan yang telah dibuat oleh perumus kebijakan tidak lepas
kemungkinan akan berdampak pada masa saat ini atau diimplementasikan
kebijakan publik tersebut dan pada masa yang akan mendatang.

d. Menyangkut unsur lain dalam pembahasan evaluasi, yakni bisa langsung
pada pembiayaan kebijakan yang dilimpahkan untuk kebutuhan finansial
dalam kebijakan publik.

e. Masyarakat juga menanggung tanggungan biaya yang secara tidak
langsung ataupun pada sekelompok anggota masyarakat akibat adanya

kebijakan publik tersebut.

Dengan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai
tentang pentingnya untuk membahas evaluasi dalam kebijakan publik.
Dengan tujuan menjadi pedoman atau memperbaiki kebijakan publik
sebelumnya dengan mengkonstruksi kegagalan dan keberhasilan yang
berdampak di dalam kebijakan tersebut. Kebijakan publik yang diteliti oleh
peneliti ini bersifat top down yang mana bahwa pada pendekatan ini berasal
dari atas ke bawah, yakni keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam
pengambilan kebijakan publik kemudian baru dikomunikasikan kepada
masyarakat dan bersifat untuk wajib dilaksanakan oleh semua kalangan

masyarakat.
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3. Muatan Peraturan Bupati No 57 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan

Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57 tahun 2020 tentang
penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya
pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019, ini telah
ditandatangani oleh bupati pada tanggal 8 September 2020. Tentunya dengan
adanya peraturan Bupati ini dibuat berdasarkan tujuan untuk melakukan
pencegahan penularan virus corona di kabupaten Jombang, karena dirasa
penyebaran virus corona ini cukup tinggi di kabupaten Jombang sehingga
penyebarannya juga sudah menyeluruh di daerah kabupaten Jombang. Selain
itu juga di dalam peraturan Bupati tersebut juga terdapat ruang lingkup sanksi
yang diberlakukan bagi yang melanggar peraturan bupati, tertera dalam BAB
V pasal 10 yang mana berlaku bagi perseorangan, pelaku usaha, pengelola,

penyelenggara, penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Kabupaten Jombang memiliki wilayah yang cukup luas, dan rata-rata
masyarakat desa kabupaten Jombang ini memiliki tingkat pendidikan yang
rendah seperti hanya lulus tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah
pertama (SMP). Oleh karena itu penting dilakukan sosialisasi akan
menerapkan protokol kesehatan guna untuk menekan penyebaran virus
covid-19 di kabupaten Jombang. Dalam peraturan Bupati pada BAB VI
tentang Sosialisasi dan partisipasi pada pasal 11 yang mana Bupati

menugaskan Kepala dinas kesehatan, direktur RSUD Kabupaten Jombang,
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dan direktur RSUD ploso untuk melakukan sosialisasi terkait informasi atau

edukasi cara pencegahan dan pengendalian virus corona.

Terkhusus pada tempat ibadah dan pondok pesantren dalam peraturan
Bupati terdapat pedoman mengenai hal-hal yang terkait karena dirasa perlu
untuk di perjelas mengenai pelaksanaan dalam pencegahan penularan virus
corona ini. Dalam pembahasan ini fokus batasan penelitian ini hanya pada
pelaksanaan kebijakan peraturan Bupati untuk tempat ibadah, pedoman
protokol kesehatan untuk rumah ibadah yang terdapat dalam Lampiran
Pedoman Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57 Tahun 2020

antara lain adalah sebagai berikut:

LAMPIRAN

PEDOMAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA RUMAH

IBADAH

1. Pedoman Penyelenggaraan Ibadah
a. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan
berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka
R-Naught/RO da angka Effective Reproduction Number/Rt, ditunjukan
dengan surat keterangan Rumah Ibadah aman virus corona dari ketua
Gugus Tugas Kabupaten/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah
dimaksud, setelah berkoordinasi dengan forum komunikasi pimpinan
daerah bersama dengan majelis-majelis agama dan instansi terkait di

daerah masing-masing. Surat keterangan akan dicabut bila dalam
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perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah
tersebut atau ditemukan ketidak taatan terhadap protokol yang telah

ditetapkan.

. Pengurus rumah ibadah melakukan permohonan surat keterangan

bahwa kawasan/lingkungan atau rumah ibadahnya aman dari virus
corona yang dilakukan secara berjenjang kepada ketua gugus tugas

kecamatan/kabupaten sesuai dengan tingkatan rumah ibadahnya.

c. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas

jamaah atau penggunaannya dari luar kawasan atau lingkungannya dapat
mengajukan surat keterangan aman corona langsung kepada pimpinan

daerah sesuai dengan tingkatan rumah ibadah tersebut.

2. Kewajiban pengurus atau penanggungjawab

a.

Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna

memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan.

. Menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan

protokol kesehatan di area rumah ibadah
Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala di area rumah

ibadah

. Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun hand sanitizer di pintu masuk

dan pintu keluar rumah ibadah.

. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh

pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan penggunaan rumah ibadah
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dengan suhu > 37,5°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak
diperkenankan memasuki area rumah ibadah.

f. Menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di
lantai/kursi, minimal jarak 1 meter

g. Melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang
berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan
jaga jarak.

h. Mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan
kesempurnaan ibadah.

i. Memasang himbauan tentang penerapan protokol kesehatan di area
rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudabh terlihat.

J. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan
yang telah ditentukan dan

k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi
jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah.

. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah

a. Jamaah dalam kondisi sehat

b. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan telah memiliki surat
keterangan aman corona dari pihak yang berwenang

c. Menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama berada di area
rumah ibadah.

d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan

menggunakan sabun atau hand sanitizer
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e. Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan
f. Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter
g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area

rumah ibadah, selain untuk berkepentingan ibadah yang wajib.



BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Jenis penelitian

Dalam skripsi ini pemakaian jenis penelitian adalah metode penelitian
kualitatif deskriptif, dengan mendeskripsikan pencegahan penularan virus
corona di masjid Baitul Mukminin kabupaten Jombang dengan mengukur
keberhasilan implementasi kebijakan tersebut terhadap masyarakat yang mana
disajikan dan dianalisis dalam bentuk narasi yang didalamnya berisikan
beberapa kutipan-kutipan penting untuk mendukung dan menyempurnakan
terhadap isi pembahasan yang dibahas dalam penelitian ini.?” Dalam penelitian
kualitatif deskriptif yang dimaksudkan bahwa peneliti memotret apa yang
sedang terjadi sebenarnya untuk menyelidiki keadaan dan kondisi dan setelah itu
disajikan dengan lugas sesuai apa yang benar-benar terjadi di lapangan dalam
bentuk laporan.?®

Pada penelitian kualitatif ini sering dinilai juga untuk menghasilkan data
secara mendalam dan terperinci karena adanya interaksi secara mendalam dan
berkala terhadap peneliti dengan informan. Menurut Bogdan dan Biklen bahwa
penelitian kualitatif menjadi pembeda dengan penelitian lain diantara yang
lainnya karena memiliki karakteristik tersendiri, adalah sebagai berikut:

1. Penelitian kualitatif ini dilakukan pada saat situasi yang alami yang mana
pencarian data itu langsung terhadap sumber data dan dalam kunci penelitian

ini instrumen kunci ada si peneliti itu sendiri.

27 Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi penelitian kualitatif, (Sukabumi : CV Jejak 2018)
him 11

28 Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) him 3
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2. Bersifat deskriptif dalam penyajian penelitian kualitatif yang mana data telah
terkumpul berupa sajian gambar maupun kata-kata bukan dalam penyajian
berbentuk numerik.

3. Dalam melakukan kegiatan penelitian kualitatif ini lebih terfokus pada proses
dan tidak terpacu pada produk atau hasilnya.

4. Penelitian kualitatif dilakukan secara induktif untuk analisis sebuah data.

5. Dalam penelitian ini, dominan mengedepankan arti yang terlihat seperti yang
dilakukan pengamatan di lapangan.?®

Menurut Creswell bahwa di dalam metode penelitian kualitatif dibagi
menjadi 5 bagian yakni fenomenologi, grounded theory,studi kasus, naratif dan
etnografi. Dalam jenis penelitian dengan judul Pencegahan penularan virus
corona di masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang (studi

implementasi peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57 Tahun 2020)

merupakan penelitian Kkualitatif-studi kasus (case study). Bahwa dalam

pemahaman penelitian kualitatif-studi kasus ini creswell memaparkan bahwa
adanya suatu kasus yang khas yang menarik untuk diteliti sehingga dapat untuk
dilakukannya eksplorasi dengan sistem-sistem yang terkait tersebut.°

B. Lokasi dan waktu penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih oleh peneliti yakni Masjid Baitul
Mukmin yang beralamatkan di Jalan KH. A. Dahlan No 28, Jombatan

Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Jawa Timur sesuai dengan judul.

29 Ibid,. him 42
30 Reski Yohanda, Metode Studi Kasus : Upaya-Upaya Guru Dalam Meningkatkan Motivasi

Belajar Siswa Sma Negeri 14 Pekanbaru, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama
Islam, Vol. Xix No.1 Tahun 2020 Issn 1411-6154 | Eissn 2654-8038
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Penelitian ini dilakukan setelah beberapa bulan proposal diujikan karena satu

dan lain hal, terhitung mulai awal April 2021 hingga bulan Juni 2021 yang

penjabarannya diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Timeline Kegiatan penelitian skripsi

BULAN

April

Mei

Juni

Minggu ke

No

Uraian

4

1

2

3

4

Menentukan topik masalah dan
menganalisis permasalahan

Menentukan metode penelitian

Pengumpulan data

Pengolahan data dan analisis data

g WN| -

Penyusunan Laporan

Selanjutnya alasan pemilih memilih lokasi tersebut adalah :

1. Tempat ibadah masjid terutama juga rawan untuk menjadi tempat penyebaran

virus corona ini karena memang jamaah yang akan melaksanakan sholat juga

tidak menutup kemungkinan berada dari luar daerah Jombang dan juga angka

positif terus naik setiap harinya sehingga peneliti juga tertarik untuk

mengetahui seberapa disiplin masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

2. Dalam melakukan kegiatan keagamaan di masjid Baitul Mukminin dirasa

cukup ketat dalam memberlakukan jam ibadah sehingga peneliti melakukan

penelitian di lokasi tersebut karena tertarik untuk mengetahui lebih jauh

tentang protokol kesehatan di masjid.

3. Masjid Agung Baitul Mukminin ini merupakan masjid dalam naungan

pemerintaha Kabupaten Jomabng sehingga peneliti tertarik untuk melihat dan
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menganalisis pengurus takmir masjid dalam mengelola masjid selama
pandemi corona.

C. Pemilihan subjek penelitian

Dalam subjek atau yang biasa kita sebut informan merupakan unsur penting
dalam melakukan penelitian kualitatif, karena melalui informan peneliti mampu
untuk mengumpulkan sumber data dan gambaran terkait dengan tema topik
permasalahan. Dalam pemilihan informan juga sangat perlu diperhatikan,
informan dipilih atas dasar mampu memahami latar belakang masalah serta
mengerti tentang situasi yang sebenarnya terjadi.**Teknik purposive adalah yang
digunakan di peneliti ini dalam menentukan informan, karena pada teknik
purposive ini peneliti dapat menentukan informan yang mengetahui dan
memahami maksud peneliti sehingga memudahkan untuk mendapatkan data.>?

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Lukman Hakim selaku kepala sekretariat takmir masjid Baitul
Mukminin Kabupaten Jombang

2. Bapak Puguh Saneko kepala bidang Surveilans dan Epidemiologi selaku
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

3. lbu Mita Arina selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Jombang

4. Bapak amir, Bapak Agung dan Mba Ima selaku Jamaah masjid Agung

Baitul Mukminin.

31 Suharsini arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik (Jakarta : Rineka cipta 2006)
him 145

32 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D, (Bandung : Penerbit Alfabeta
2013) him 53
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D. Tahap-tahap penelitian

Adanya prosedur peneliti dengan menyusun laporan secara sistematis tentu
akan melalui beberapa tahab-tahab penelitian yang harus dipahami. Menurut
Lexy J. Moleong tahapan penelitian dibagi menjadi 4 tahapan yakni®3:

1. Tahap pra lapangan
Dalam Tahap ini peneliti melakukan pengamatan baik secara langsung di
lapangan untuk melihat dan menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi
dalam permasalahan masyarakat. Kemudian dilanjut dengan menyusun
proposal penelitian beserta dengan pengurusan perizinan tempat lokasi
penelitian.
2. Tahap penelitian
Pada tahap penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data yang
mana telah didapatkan pada lokasi penelitian yang telah ditentukan. Dalam
melakukan proses mendapatkan data peneliti melakukan dengan observasi,
wawancara dan dokumentasi sesuai dengan fokus penelitian yakni
pencegahan penularan virus corona di masjid Agung Baitul Mukminin
Kabupaten Jombang (studi implementasi dan dampak peraturan Bupati
Kabupaten Jombang Nomor 57 Tahun 2020)
3. Tahap analisis data
Tahap analisis data ini dilakukan setelah data semua telah terkumpul,
kemudian data akan dikerucutkan agar peneliti dapat dengan mudah untuk

menganalisis dan melakukan pengecekan keabsahan data yang telah didapat

33 Lexy. J. Moleong. 1991. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. HIm. 22
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selama melakukan observasi, wawancara dengan informan. Dengan tujuan
agar pembaca dapat dengan mudah memahami hasil temuan yang didapat
oleh peneliti.
4. Tahap penyusunan laporan
Tahapan terakhir adalah penyusunan laporan, bahwa dalam tahap ini
peneliti menyusun laporan penelitian mulai dari kerangka awal pendahuluan
hingga pada akhir kesimpulan yang mana akan disajikan hasil laporan
penelitian dalam bentuk skripsi, yang nantinya untuk menunjang kebaikan
penelitian ini akan dilakukannya konsultasi dengan arahan dosen agar dapat
menjadi hasil penelitian yang lebih baik untuk kedepannya.
E. Jenis dan Sumber Data Penelitian
Bagian terpenting dalam suatu penelitian adalah sumber data karena peneliti
harus memahami sumber data yang digunakan dan diperoleh dalam melakukan
penelitiannya selain itu juga tentang kualitas hasil penelitian yang didapat juga
tergantung dalam sumber yang didapat. Bahwa di dalam penelitian ini terdapat
dua sumber data yang juga sering digunakan dalam penelitian kualitatif yakni
terdiri dari data primer data sekunder, bahwa penjabarannya adalah sebagai

berikut:

1. Data primer
Data primer merupakan sumber data yang mana didapatkan langsung
pada saat penelitian dilakukan. Bahwa didapatkannya data primer ini adalah
dengan melakukan interaksi pada pelaku utama atau informan dalam

penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer dalam penelitian
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ini adalah hasil wawancara dengan kepala sekretariat masjid Agung Baitul
Mukminin Kabupaten Jombang, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang,
Jamaah masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang seperti imam
masjid dan masyarakat di wilayah yang dekat dengan masjid dan dari
perspektif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.

2. Data sekunder

Data selanjutnya adalah data sekunder yang mana bahwa dalam sumber
data sekunder adalah data yang didapat tidak langsung yang memberikan data
kepada peneliti. Data tersebut dapat berupa referensi dari jurnal, buku, media
massa, peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang telah
dilakukan yang masih berkaitan dengan topik permasalahan dengan
penelitian yang dilakukan. Data pendukung atau data tambahan ini dinilai
juga perlu dalam penelitian karena dapat memperkaya data dan melengkapi
data di penelitian ini. Data sekunder dari penelitian ini dari kesekretariat
masjid Agung Baitul Mukminin, dinas kesehatan serta serta dokumen-
dokumen lainnya yang dapat memperkuat data.

F. Teknik pengumpulan data
Di dalam teknik pengumpulan data sendiri dapat terkumpul jenis data,
bahwa data primer merupakan data-data yang berasal dari lapangan yang
dilakukan pada proses observasi, wawancara, dan dokumen. Pengumpulan data

dilakukan dengan kegiatan diuraikan seperti berikut:
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1. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dapat melalui observasi langsung atau
pengamatan spontan yang dilakukan oleh peneliti dalam melihat keadaan di
lapangan.®* Dalam hal ini observasi merupakan kegiatan pengamatan
langsung dengan menggunakan indera penglihatan dan pencatatan secara
terstruktur dan sistematis terhadap kejadian peristiwa yang terjadi
sebenarnya. Adapun alat bantu dalam melakukan observasi adalah kamera
dan catatan lapangan selama melakukan observasi. Dalam melakukan
pengamatan yang mana dalam penelitian ini peneliti datang ke lokasi
penelitian dan ikut dalam melakukan kegiatan sehingga peneliti dapat
melihat, mengamati dan menganalisis masalah di pokok pembahasan

penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan antara peneliti dengan informan untuk
mendapat keterangan dan informasi terkait tentang masalah yang diteliti oleh
peneliti yang dilakukan secara langsung bertatap muka.® Interaksi yang
dilakukan adalah dialog oleh dua individu yakni penanya yang memberikan
pertanyaan dan yang terwawancara yang memberikan jawaban atau informasi
atas pertanyaan yang diajukan. Adapun alat bantu dalam melakukan
wawancara ini adalah dengan menggunakan panduan wawancara atau

instrumen wawancara baik depan bertemu langsung dan dengan melalui

34 Moh nazir, Metode penelitian, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia 2005) him 175
35 Cholid narbuko dan Abu ahmad, Metodologi penelitian, (Jakarta : Bumi aksara 2003) him 8



43

telepon seluler dan aplikasi whatsapp seperti recorder wawancara dan

kamera.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik wawancara yaitu

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pada kegiatan wawancara ini

dilakukan secara mendalam dengan informan yang dipilih langsung oleh

peneliti agar dapat mengumpulkan berbagai sumber informasi. Seperti pada

penjabaran waktu dan informan yakni:

Tabel 3.2
Jadwal Wawancara
No | Hari/Tanggal Tempat Waktu Nama
1 04-Jun -21 | Kantor takmir 11.00 WIB Bapak Lukman Hakim
2 04-Jun-21 | Kantor takmir 12.00 WIB Mbak Ima
8 10-Jun-21 | Kantor dinas kesehatan | 13.00 WIB Bapak Pugu Saneko
4 11-Jun-21 | Kantor DPRD 10.00 WIB Ibu Mita Arina
5 11-Jun-21 | Melalui Whatsapp 16.00 WIB Bapak Agung
11-Jun- dan
6 Melalui Telepon 18.00 WIB Bapak Amir
08 Juli-21

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan

mempelajari baik dalam berupa arsip-arsip maupun dokumen dari bahan

pustaka yang mana masih berhubungan dengan topik pembahasan

permasalahan yang ada.’® Kemudian juga terdapat dapat berupa foto

36 Lexy.J. moleong, Metode penelitian kualitatif, (Bandung : PT Remaja rosdakarya 2011) him

163
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kegiatan-kegiatan sebagai bukti fisik menandakan bahwa telah dilakukannya
observasi maupun kegiatan wawancara, yang mana sehingga dengan bukti
dokumentasi tersebut juga dapat memperkuat dalam keabsahan data dalam
mendapatkan sumber data, dan sebagai jaminan bahwa tidak adanya
manipulasi atau rekayasa.

G. Teknik analisis data
Dalam melakukan analisis data sangat penting untuk dilakukan dalam

melakukan penelitian, karena dalam tahap analisis data inilah proses analisis dari
data mentah yang terdapat dalam data primer diolah dan dianalisis menurut
pendapat oleh peneliti terhadap permasalahan topik yang diangkat dan ditambah
dengan data sekunder yang telah didapatkan. Tanpa adanya analisis data, data-
data yang telah didapat tidak bisa menjadi bentuk laporan yang tersistematis.
Menurut Miles dan Huberman, analisis data dibagi menjadi beberapa

tahapan, yakni sebagai berikut: 3’

$Miles,Mattew B dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif. Buku sumber tentang
metode-metode baru. Jakarta. Universitas Indonesia Press. 2007. HIm 16-19
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Gambar 3.1

Komponen Analisis data Interaktif

Pengumpulan > [ Penyajian Data ]
| Data
! l I

Verfikasy/
[ Reduksi Data ] + > Penarikan

Kesimpulan

(Sumber: Miles dan Huberman, 1992)

1. Pengumpulan data, yaitu dimana peneliti mengumpulkan data yang telah
diperoleh pada hasil observasi maupun wawancara serta dokumentasi

2. Reduksi data, dimana peneliti selanjutnya melakukan analisis data dengan
cara mengelompokkan data dengan menghapus data yang tidak relevan
dalam pembahasan penelitian. Dengan begitu data yang telah didapatkan
telah direduksi yang mana akan memberikan gambaran dan memperjelas
peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

3. Penyajian data, dalam hal ini peneliti melakukan gabungan informasi yang
mana akan dapat memberikan gambaran keadaan yang terjadi di lapangan.
Dalam penelitian kualitatif ini dalam menyajikan data ini diperoleh di lokasi
penelitian yang selanjutnya akan disajikan dengan bentuk penjabaran narasi
yang bertujuan agar dapat lebih mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan, langkah terakhir dalam analisis data adalah

melakukan pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, dengan
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menyusun data yang telah didapat sampai pada suatu kesimpulan. Pada
kesimpulan ini didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada
saat peneliti datang ke lokasi penelitian dengan begitu hasil dari kesimpulan
tersebut dapat bersifat kredibel.

H. Teknik keabsahan data

Teknik keabsahan data pada suatu penelitian kualitatif menggunakan
triangulasi, pada triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan cara
triangulasi metode karena penggunaan triangulasi metode ini dilakukan dengan
beberapa cara dapat dengan dilakukanya observasi maupun wawancara. Dalam
penelitian ini peneliti menggunakan wawancara dengan informan yang berbeda
dengan tujuan agar dapat membandingkan setiap data yang didapat dari masing-
masing informan sehingga dapat menguatkan data yang telah dilakukan.

Dalam penelitinian ini keabsahan data juga menggunakan triangulasi
sumber, yang mana pada penelitian ini dalam pengumpulan data terbagi atas dua
yakni data primer dan data sekunder, maka dengan begitu kedua data tersebut
dapat saling melengkapi dan menguatkan data. Selain itu menggunakan
triangulasi teori yang merelevansikan hasil penelitian dengan teori yang relevan

dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini.



BAB IV

PENCEGAHAN PENULARAN VIRUS CORONA
DI MASJID AGUNG BAITUL MUKMININ KABUPATEN JOMBANG

Deskripsi Umum Penelitian
Kabupaten Jombang adalah kabupaten yang berada di tengah Provinsi Jawa
Timur, jargon Jombang yakni “Beriman” bersih indah dan nyaman merupakan
singkatannya. Dalam jargon tersebut dimaksudkan adalah bahwa lingkungan
Kabupaten Jombang sangat memperhatikan tentang kebersihan dan keindahan
wilayahnya, sehingga dengan begitu akan menghasilkan lingkungan yang
nyaman untuk masyarakatnya. Wilayah Kabupaten Jombang yang sebagian
besar adalah perdesaan tentu memiliki tanah yang produktif dalam hasil
pertanian atau disebut wilayah agraris.
1. Kondisi Geografis
Secara geografis wilayah Kabupaten Jombang merupakan daerah yang
terletak dalam wilayah strategis karena terletak dalam perlintasan jalan arteri
Surabaya-Jombang-Solo dan jalan kolektor primer Malang-Jombang-Babat.
Perbatasan wilayah administratif Kabupaten Jombang sebelah utara adalah
Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro, sebelah timur adalah
Kabupaten Mojokerto, sebelah selatan adalah Kabupaten Kediri dan
Kabupaten Malang, sebelah barat Kabupaten Nganjuk. Adapun seperti pada

gambar berikut:

47
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Gambar 4.1

Peta wilayah Kabupaten Jombang

e
ST\
Kab. Kediri ~ 2

(Sumber: Bappeda Kabupaten Jombang, 2019)

5

Wilayah Kabupaten Jombang memiliki luas 1.159,50 km? yang mana
pembagian wilayah per kecamatan dan jumlah desa atau dusun pada masing-

masing kecamatan tertera dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Luas wilayah Kabupaten Jombang

NO Kecamatan Luas km? o Jumlah

Desa/Kelurahan Dusun
1 | Bandarkedul Mulyo 32,5 11 39
2 | Perak 29,05 13 37
3 | Gudo 34,39 18 75
4 Diwek 47,7 20 78
5 Ngoro 49,86 13 82
6 | Mojowarno 78,62 19 69
7 Bareng 94,27 13 52
8 | Wonosalam 121,63 9 43
9 | Mojoagung 60,18 18 60
10 | Sumobito 47,64 21 75
11 | Jogoroto 28,28 11 46
12 | Peterongan 29,47 14 55
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13 | Jombang 36,4 20 57
14 | Megaluh 28,41 13 42
15 | Tembelang 32,94 15 66
16 | Kesamben 51,72 14 61
17 | Kudu 77,75 11 49
18 | Ngusikan 34,98 11 36
19 | Ploso 25,96 13 48
20 | Kabuh 97,35 16 85
21 | Plandaan 120,4 13 57
Jumlah 1.159,50 306 1.212

(Sumber: Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Jombang, Tahun 2019)

Dari data diatas diketahui bahwasanya luas wilayah yang terluas adalah
dari kecamatan Wonosalam yang memiliki luas wilayah 121,63 km? dan
memiliki 9 desa dan 43 desa sedangkan untuk wilayah yang terkecil di
wilayah Jombang adalah dari kecamatan Ploso yang memiliki luas wilayah

24,96 km? yang terdiri dari 13 desa dan 48 dusun.

. Kondisi Demografis

Kabupaten Jombang memiliki wilayah yang luas, sehingga penduduk
Kabupaten Jombang juga dapat dibilang cukup tinggi yakni + 1.376.341
jumlah populasi penduduk. Adapun penjabaran dilihat dari per kecamatannya

adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Jumlah penduduk Kabupaten Jombang
NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 | Bandarkedul Mulyo 29.650 29.369
2 | Perak 29.806 29.784
3 | Gudo 40.953 40.270
4 | Diwek 30.071 29.515
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5 Ngoro 17.612 17.247
6 | Mojowarno 42.414 41.311
7 Bareng 50.958 49.108
8 | Wonosalam 57.392 56.412
9 | Mojoagung 71.962 72.417
10 | Sumobito 35.782 35.138
11 | Jogoroto 45.871 44 587
12 | Peterongan 35.292 34.698
13 | Jombang 28.542 28.813
14 | Megaluh 22.023 21.809
15 | Tembelang 19.784 19.717
16 | Kesamben 21.648 22.001
17 | Kudu 16.455 16.485
18 | Ngusikan 26.561 25.952
19 | Ploso 36.944 35.697
20 | Kabuh 21.194 21.175
21 | Plandaan 12.026 11.896
JUMLAH 692.940 683.401

(Sumber:Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Jombang, Tahun 2019)

Dari data diatas dapat diketahui bahwasanya populasi laki-laki lebih
banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan, dalam peran di antara baik
laki-laki maupun perempuan memiliki sama-sama perannya, seperti halnya
bekerja baik maupun bertani maupun perdagangan.

. Pendidikan Masyarakat Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang memiliki 21 kecamatan dan 306 desa dan 1.212
dusun yang mana tentu sudah kita ketahui dan kita pahami bahwa pemikiran
masyarakat awam didesa pendidikan bukan menjadi acuan pertama, jadi
tingkat sumber daya manusianya bisa dikatakan kurang memadai, seperti

yang tertera dalam tabel berikut:
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Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan Kabupaten Jombang

NO | Tingkat Pendidikan Jumlah

1 Tingkat SD 342.003
2| Tingkat SMP 281712
3 | Tingkat SMA 283567
E Perguruan Tinggi S

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tahun 2017)

Seperti yang telah di jabarkan bahwa tingkat pendidikan sekolah dasar
masih sangat tinggi di Kabupaten Jombang sebanyak 342.003 dan tingkat
perguruan tinggi hanya 59.309 saja. Adapun fasilitas pendidikan formal di
Kabupaten Jombang dapat dibilang memadai karena berkisar sejumlah +£1000
instansi pendidikan formal yang tersebar di wilayah Kabupaten Jombang baik
mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Adapun lainya
pendidikan nonformal seperti diniyyah juga dilakukan di berbagai daerah di
Kabupaten Jombang mengingat bahwa memiliki berbagai pondok pesantren
sehingga dengan begitu perlu dilakukan adanya pengembangan manusia
untuk dapat bersaing dalam dunia global karena pendidikan adalah dasar

pijakan untuk mendapatkan kesejahteraan.

. Mata Pencaharian dan Sumber Perekonomian
Melihat bahwa jumlah penduduk yang tinggi maka setiap individu

memiliki mata pencaharian yang berbagai jenis yang sesuai, sehingga
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menimbulkan keragaman dalam bermasyarakat, adapun jenis dan jumlah

dalam setiap mata pencaharian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Mata Pencaharian Masyarakat Kabupaten Jombang

NO Jenis Pekerjaan Jumlah
1 Karyawan Swasta 241.094
2 | Petani 128.108
3 | PNS 13.139
4 | Polri 1.612
5 | TNI 2.072
6 | Wiraswasta 77.895

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang Tahun 2017)

Diketahui bahwa mayoritas masyarakat dalam hasil tersebut dapat
Kabupaten Jombang berprofesi sebagai karyawan swasta kemudian disusul
oleh petani. Meskipun Kabupaten Jombang sebagian besar adalah wilayah
pedesaan yang mana notabene adalah sebagai petani karena tentu wilayah
pedesaan sangat akrab dengan wilayah agrarisnya tetapi dewasa ini
kebanyakan bahwa untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi adalah sebagai

karyawan swasta jika dibandingkan dengan buruh tadi.

Profesi pada setiap individu juga tidak terlepas dari adanya tingkat
pendidikan yang ditempuh oleh setiap individu, seperti halnya pada
pendidikan tingkat SMA maupun perguruan tinggi terahkan untuk sebagai

pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai kantoran dalam daerah Jombang



53

maupun luar kota yang terdekat seperti Surabaya, Malang dan lain-lain dan

pada tingkat pendidikan SD lebih memilih untuk sebagai buruh tani.

5. Agama dan Sosial Budaya
Dalam sistem kepercayaan masyarakat di Kabupaten Jombang memiliki
berbagai keyakinan yang beragam, yang mana meskipun beragam tetapi
masyarakat dalam melakukan toleransi yang harmonis antar setiap umat.

Adapun penjabaran keyakinan menurut setiap agama adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Keyakinan Beragama Masyarakat Kabupaten Jombang

NO Agama Jumlah
1 Islam 1.188.361
2 | Protestan 14.865
3 | Katolik 3.563
4 | Hindu 1.139
5 | Budha 1.488

(Sumber: Kementrian Agama Kabupaten Jombang 2017)

Masyarakat rata-rata menganut agama Islam yang mana berkisar
1.188.361 jiwa dan disusul oleh penganut agama protestan yang berkisar
14.865 jiwa. Maka dari itu Islam di Kabupaten Jombang sangat dominan
sehingga dijuluki sebagai kota santri karena adanya pondok pesantren yang
tersebar di berbagai wilayah Jombang. Islam di Kabupaten Jombang juga
terdiri atas berbagai organisasi keislaman seperti Nahdlatul Ulama,

Muhammadiyah maupun Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII),
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meskipun begitu organisasi islam yang terbesar adalah Nahdlatul Ulama
karena mengingat bahwa pendiri dari organisasi tersebut berasal dari

Jombang.

Kegiatan sosial yang dilakukan adalah gotong royong, dilakukan oleh
masyarakat di desa-desa seperti pembangunan tempat ibadah, bersih-bersih
desa yang mana dengan hal tersebut dilakukan tercermin nilai kebersamaan
dan keguyupan yang masih terjaga dari dulu sampai saat ini. Selain itu
kegiatan sosial yang dilakukan lainnya adalah masih dilestarikannya
perkumpulan pengajian baik dilakukan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak
sehingga tali silaturahmi tetap terjaga antar sesama. Membahas mengenai
budaya di Kabupaten Jombang bahwa terdapat berbagai budaya yang masih
dilestarikan dari dulu hingga sampai saat ini seperti di Kecamatan
Wonosalam pada setiap awal tahun antara bulan Februari-Maret rutin

dilakukan pesta Durian.

Penyebutan pesta Durian ini dikarenakan adanya pembagian buah Durian
secara gratis yang mana Durian disusun kemudian masyarakat secara
berebutan mengambilnya. Penempatan budaya ini dilakukan di Kecamatan
Wonosalam karena memang Kecamatan Wonosalam merupakan salah satu
penghasil buah Durian terbesar di Kabupaten Jombang karena wilayahnya
yang pegunungan yang masih segar dan asri, selain itu juga untuk menarik
pengunjung dari kota lain untuk datang atau sembari memperkenalkan daerah
Wonosalam yang terkenal akan pesta durian dan juga wisata yang

disuguhkan.
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6. Kesehatan Kabupaten Jombang

Dalam aspek kesehatan masyarakat di Kabupaten Jombang ditemukan
masih tingginya masyarakat yang menderita penyakit Tuberkulosis atau
dengan istilah TBC yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium
Tuberculosis yang ditularkan melalui droplet udara penderita penyakit.
Penyakit ini sering menyerang organ paru-paru pada manusia, bahwa telah
ditemukanya kasus TBC pada tahun 2018 sebesar 120,93 per 100.000
penduduk dan jika dibandingkan pada tahun 2019 ada kenaikan yang cukup
tinggi yakni sebesar 132,85 per 100.000 penduduk®. Hal tersebut bisa saja
terjadi karena memang adanya penanganan yang kurang optimal oleh

pemerintah. Grafik lonjakan penyakit TBC disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 4.2
Kasus TBC di Kabupaten Jombang
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(Sumber: Seksi Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Dinkes Kab. Jombang)

38 Data dari Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2019 2021 yang diakses melalui
http://dinkesjombangkab.go.id/ yang diakses pada 10 juli 2021 pukul 18.00



http://dinkesjombangkab.go.id/

56

Selain itu di Kabupaten Jombang saat ini memang dalam situasi yang
darurat hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang saat ini dalam
zona merah. Melihat realita saat ini penyebaran virus corona menjadi naik
secara drastis, lonjakan yang begitu signifikan membuat petugas kesehatan di
kabupaten Jombang menjadi kewalahan, ada sekitar 13 rumah sakit yang
berada di wilayah Kabupaten Jombang diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6

Daftar Rumah Sakit Kabupaten Jombang

No Nama Rumah Sakit

1 | Rumah sakit umum daerah Jombang

2 | Rumah sakit umum daerah Ploso

3 | Rumah sakit Umum Islam

4 | Rumah sakit umum kristen Mojowarno

5 | Rumah Sakit dr. Moedjito Dwidjosiswojo

6 | Rumah sakit umum Muhammadiyah

7 | Rumah sakit Airlangga

8 | Rumah sakit Pelengkap

9 | Rumah sakit umum Unipdu Medika

10 | Rumah sakit umum NU

11 | Rumah sakit umum AL-Aziz

12 | Rumah sakit umum ibu dan anak Muslimat

13 | Rumah sakit bedah Surya Dharma Husada

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang)
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Jumlah dari tenaga Medis meliputi dokter spesialis, dokter umum, dan
dokter gigi. Jumlah tenaga medis tahun 2019 di Kabupaten Jombang adalah
541 orang, dengan rincian 210 orang dokter spesialis 249 orang dokter umum,
dokter gigi 74 orang dan dokter gigi spesialis 8.3 Dari 13 rumah sakit di
Kabupaten Jombang hanya ada tiga rumah sakit yang menjadi rumah sakit
rujukan bagi pasien corona yakni rumah sakit umum daerah Jombang, rumah
sakit kristen Mojowarno dan rumah sakit umum daerah ploso saja. Hal
tersebut terjadi dikarenakan hanya rumah sakit tertentu yang berkemampuan
dalam menangani pasien corona baik dari segi kelengkapan fasilitas dan
tenaga medis yang tersedia.

B. Deskripsi Fokus Penelitian
Pada data fokus penelitian ini menjabarkan lebih dalam tentang objek yang
dilakukan oleh peneliti diantaranya adalah:
1. Gambaran Umum Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang

Masjid Agung Baitul Mukminin memang salah satu masjid yang tertua
di Kabupaten Jombang yang mana pembangunan tersebut bebarengan dengan
dibangunnya pendopo Kabupaten Jombang yang dibangun sekitar tahun
1.800 M. Masjid Agung Baitul Mukminin mempunyai luas tanah 2.000 m?
dengan luas bangunan masjid adalah 1.000 m? yakni setengah dari bangunan
tersebut, sehingga dengan luas bangunan yang begitu besar maka daya

tampung jamaah juga sangat banyak bisa mencapai hingga 2.000 jamaah

39 Data dari Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2019 2021 yang diakses melalui
http://dinkesjombangkab.go.id/ yang diakses pada 10 juli 2021 pukul 18.00
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umat muslim. Pembangunan masjid Agung Baitul Mukminin juga mengalami
perubahan sesuai perkembangan zaman, yang diketahui bahwa renovasi
bangunan masjid yang terakhir adalah pada tahun 2008 dan hingga sampai
saat ini bangunan belum mengalami perubahan.

Fasilitas yang ditawarkan di dalam masjid Agung Baitul Mukminin juga
terbilang cukup lengkap dari mulai alat sholat untuk perempuan, tempat
wudhu, kamar mandi, lapangan, gedung, parkir dan lain-lain. Tempat lokasi
berdirinya yang strategis menjadi acuan bagi masyarakat pendatang untuk
melakukan ibadah di masjid yang berhadapan dengan alun-alun Kabupaten
Jombang.

Gambar 4.3
Masjid Agung Baitul Mukminin

LS

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti)

2. Kegiatan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang

Jadwal kegiatan Masjid Agung Baitul Mukminin tahun 2021 selama
pandemi corona terbagi atas empat macam kegiatan yakni kajian setelah

subuh dan kajian kitab setelah magrib, jadwal kegiatan hari besar islam dan
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kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang diuraikan sebagai

berikut:

Tabel 4.7

Jadwal Kegiatan Kajian setelah subuh dan Maghrib

Hari Jenis Kegiatan Jenis Kitab Narasumber
Senin Pengajian Ba'da Subuh Maudhotul Mukminin KH. Irhamyddm
Assyuhada
.. . . . . . KH. Muhammad
Pengajian Ba'da Maghrib Kitab Minhajus Sholihin Asrori Ma'sum
Selasa | Pengajian Ba'da Subuh Kitab Matan Zubat Ust. H. Nurul Fuad
Pengajian Ba'da Maghrib Kitab Riyadus Sholihin Ust. Sholahudin
I | Kitab Hadist Arbain An H. Harly
Rabu Pengajian Ba'da Subuh Nawawi YusufWibisono
Pengajian Ba'da Maghrib Kitab Mukharul ATEERa Ust. Khoiril Aam
Nabawiyah
. I ! Kitab Tangihul Qoul (Syarah . -
Kamis | Pengajian Ba'da Subuh Lubabul Hadist) Ust. H. Amirul Arifin
Jum'at | Pengajian Ba'da Subuh Kitab Nahoihul Ibad Ust. Ach. Cholili
.. . . . Ust. H. Abd. Basit
Pengajian Ba'da Maghrib Kitab Iryadul Ibad Misbachul Eitri
Sabtu Pengajian Ba'da Subuh Kitab Bidho'atun Nashihin USt: Aditya
Sasimbawa
Pengajian Ba'da Maghrib Kitab Qomiut Tughyan KH. Lukman Hakim
Ahad | Pengajian Ba'da Subuh Kitab Al Adab Al Mufrod | USt H- Achmad

Roziqi

Pengajian Ba'da Maghrib

Kitab Rowa'i Al Bayan

Ust. Nur Hanan

(Sumber: Sekretariat Takmir Masjid Agung Baitul Mukminin)

Tabel 4.8

Jadwal Kegiatan Keagamaan Hari Besar Islam

No Bulan Jenis Kegiatan Keterangan

Peringatan Isro' Miroj Nabi Muhammad

1 | Maret SAW

. . Pengajian Menjelang

2 | April Mutiara Ramadan Berbuka Puasa
Kuliah Subuh Pengajian Ba'da Subuh
Sholat Tarawih
Qiyamul Lail

Zakat Fitrah
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3 | Mei Sholat Idul Fitri
Juli Sholat Idul Adha
Agustus Doa Bersama Tahun Baru Islam
Oktober Maulid Nabi Muhammad SAW 1443

Peringatan Hari Satri

Doa Bersama dan Sholawat Tahun Baru

7 | Desember Masehi

(Sumber: Sekretariat Takmir Masjid Agung Baitul Mukminin)

Pada kegiatan TPQ di masjid dilakukan pada setiap hari senin-kamis
dimulai pada pukul 15.30 kemudian selesai pada pukul 17.00 yang bertempat
di masjid Agung Baitul Mukminin. Selain itu ada beberapa kegiatan di masjid
yang tidak dilakukan sholawatan, pengajian setelah sholat isya, kajian remaja

setiap ahad pagi dan manaqib.

. Susunan Pengurus Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang

Di dalam kepengurusan masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten
Jombang terdapat tim pelaksana harian yang berfokus pada teknis di masjid,
keputusan dari pengurus takmir dalam membuat tim pelaksana adalah
bertujuan untuk mengkoordinir manajemen masjid agar pelaksanaan kegiatan
di masjid menjadi tersistematis. Tim pelaksana harian seperti pada bidang
kebersihan, keamanan, kesekretariatan yang bertugas sesuai dari apa yang
diamanatkan oleh pengurus takmir masjid. Pada sistem kinerja dan struktural
masjid ini bersistem hierarki karena tim pelaksana harian bertanggung jawab
atas pengurus takmir. Pengurus takmir Masjid Agung Baitul Mukminin juga
tertera dalam keputusan Bupati Kabupaten Jombang masa abdi 2019-2023,

berikut struktur takmir Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang



Gambar 4.4

Struktur organisasi takmir Masjid
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Drs. KH. Cholil Dahlan
Drs. KH. Usman Efendi
Drs. H. Mastur Baidhowi

KH. Salamudin Yasid

Ketua Umum : Drs. H. Harly Yusuf W.
Ketua | : KH. Asharun Nur
Ketua Il :Dr. H. Rahmad

Sekretaris : H. Muslimin Abdillah Bendaraha :Drs. H. Imron
Sekretaris | -Drs. H. Hanafi Bendahara | :Farid Alfarisi
Sekretaris I : Faizun Amir Bendahara |1 : Drs. Aminudin

Bidang Imaroh Ijtima’iyyah
(Kemakmuran dan
Kemasyarakata)

Dr. Emy Chaulami

H. Khoirul Anam

KH. Azam Choiruman
Drs. Muhdlor

Hj. Nurmilah

Didin Ahmad
Sholahuddin

|

|

Bidang Tarbiyah
(Pendidikan)

Dr. KH. Afifudin
Dimyati

Drs. H. Rozigin

Drs. Fathurrohman
Sani

Drs. Julaini

Drs. Hj Fauziyah
Masyhari

Drs. H. Nurul Fuad

Nyai. Hj. Aisyah

Bidang Idaroh

(Manajemen dan Usaha)

Bidang Ri’ayah

(Pemeliharaan dan
Pembangunan )

Amirul A. Rifai
) Ir. H. Abdul Ghofar
H.M.Yasin
. H. Mokhammad Bisri
H. Edi Juswan

Rojiful Mamduh
H. Ashari SKM
Drs. Ulum Rodi

H. Mulyono Abd

Rohim

Ir. Miftachul Ulum
Ir. H. Teuku Isman

Drs H. Samsul Ma’arif

(Sumber: Sekretariat Takmir Masjid Agung Baitul Mukminin)
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C. Deskripsi Data
Pada deskripsi data ini menguraikan tentang implementasi dan dampak
peraturan Bupati Kabupaten Jombang nomor 57 Tahun 2020 tentang penerapan
disiplin protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-
19 di kabupaten Jombang.
1. Pencegahan Penularan Virus Corona di Masjid Agung Baitul Mukminin
Kabupaten Jombang
Peraturan Bupati Kabupaten Jombang nomor 57 Tahun 2020 ini hadir
untuk mengarahkan masyarakat dalam mendorong merubah pola perilaku
dalam kegiatan sehari-hari agar lebih memperhatikan tentang protokol
kesehatan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Pugu selaku kepala bidang SE
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, dalam wawancara bahwa:
“Harapan dengan adanya peraturan bupati tentang protokol kesehatan ini
adalah untuk merubah perilaku masyarakat agar lebih memperhatikan
tentang prokes bertujuan untuk menghentikan penyebaran virus corona” 4°
Dalam melakukan sosialisasi adanya peraturan Bupati ini, dalam hal
sosialisasi dilakukan oleh dinas kesehatan kepada pihak takmir masjid. Dinas
kesehatan juga telah melakukan sosialisasi secara berjenjang yang mana
sudah dipetakan puskesmas setiap daerah wilayah kerja di Kabupaten
Jombang yang terus dipantau oleh pihak dinas kesehatan. Pak Pugu
mengatakan bahwa:
“Untuk kegiatan sosialisasinya memang sudah dilakukan oleh pihak dinas

yang mana mengutus pihak puskesmas karena puskesmas merupakan UPT
yakni unit pelaksana teknis, yang tersebar pada setiap daerah untuk

40 Wawancara dengan pak Pugu selaku kabag SE Dinas Kesehatan, wawancara dilakukan pada
tanggal 10 Juni 2021 pukul 13.00 WIB
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mensosialisasikan terkait adanya peraturan protokol kesehatan ditempat
2541

umum
Selain sosialisasi dinas kesehatan juga memantau pada kegiatan masjid
ketika kegiatan yang mendatangkan jamaah yang cukup besar. Hal tersebut

senada dengan yang disampaikan oleh pak Pugu beliau mengatakan bahwa:

“Dalam proses monitoring memang kita dilakukan oleh puskesmas kepada
pihak dinas dengan melalui laporan rutin pada setiap kegiatan besar yang
dilakukan berupa laporan dan dokumentasi foto sehingga kita bisa
mengetahui bagaimana kondisi pelaksanaan protokol kesehatan™*2
Masjid Agung Baitul Mukminin juga merupakan masjid pemerintah
Kabupaten Jombang, akan tetapi pembiayaan kegiatan operasional dan
kebutuhan lainnya masih dilakukan secara mandiri oleh pihak masjid. Dalam
sesi wawancara yang dilakukan ke Bapak Lugman Hakim selaku kepala
sekretariat Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, beliau
mengatakan:
“Masjid ini memang masjid di dalam naungan pemerintah, akan tetapi dari

segi pembiayaan operasional masih dilakukan secara mandiri karena

belum ada aturan hibah untuk masjid”*3

Dalam wawancara yang dilakukan oleh pihak DPRD kepada ibu Mita
Arina, beliau mengatakan:

“Jadi untuk anggaran hibah memang sudah ada ketentuan-ketentuannya,
kita lebih dahulukan yang memang wajib dulu baru setelah itu ke dana
hibah. Untuk alokasi masjid memang belum ada tetapi bila dari pihak
masjid mengajukan proposal kekurangan anggaran juga pasti kita kasih’*

41 Wawancara dengan pak Pugu selaku kabag SE Dinas Kesehatan, wawancara dilakukan pada
tanggal 10 Juni 2021 pukul 13.00 WIB

42 |bid,.

43 Wawancara dengan Bapak Lukman Hakim Kepala Kesekretariat Masjid Agung Baitul
Mukminin Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB
4 Wawancara dengan ibu Mita Aria Kabag Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Jombang,
wawancara dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021 10.00 WIB
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Hal tersebut terjadi dikarenakan bahwa aturan untuk mendapatkan dana
hibah untuk masjid saat ini di Kabupaten Jombang masih terbilang sulit
karena yang diatur oleh pemerintah yang mendapatkan dana hibah hanya
badan hukum dan yayasan saja. Dalam mencukupi pembiayaan yang cukup
besar untuk memenuhi kebutuhan masa pandemi ini, pihak Masjid merasa
cukup dan tidak kekurangan untuk melaksanakan kegiatan ibadah selama
pandemi.

Selama melakukan implementasi pihak implementor sudah melakukan
beberapa ketentuan-ketentuan pada masa awal pandemi yang telah ditetapkan
pada Peraturan Bupati terkait melakukan disiplin protokol kesehatan dalam
melakukan kegiatan ibadah di dalam Masjid. Bahkan sebelum peraturan
Bupati dikeluarkan pihak masjid sudah lebih dulu bergerak cepat untuk
melakukan protokol kesehatan. Seperti yang diuraikan oleh Bapak Lugman
Hakim beliau mengatakan bahwa:

“Kita sudah melakukan beberapa tahap-tahap ketentuan yang ada di

peraturan Bupati tentang protokol kesehatan, bahkan sebelum peraturan
Bupati itu ada kami sudah ada beberapa yang dijalankan.”*°

Penerapan ketentuan protokol kegiatan tersebut memang pada dasarnya
telah dilakukan seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan
sebelum masuk masjid, tidak menggunakan alas sholat dan juga
menggunakan satu jalur untuk akses keluar masuk kedalam masjid. Selain itu

juga Kegiatan keagamaan di Masjid pada sebelum dan setelah adanya

45 Wawancara dengan pak Lukman Hakim Kepala kesekretariat Masjid Agung Baitul Mukminin
Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB
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pandemi memang ada beberapa pengurangan atau batasan dalam melakukan
aktivitas ibadah yang kiranya mengurangi aktivitas yang dapat membuat
kerumunan orang. Peneliti juga mewawancarai beberapa jamaah yang sering
melakukan kegiatan ibadah di Masjid. Hal tersebut senada dengan pernyataan
mbak Ima selaku jamaah Masjid, yang mengatakan bahwa:
“Dalam menerapkan protokol kesehatan di masjid ini saya rasa sudah
bagus bahkan seingat saya bahkan awal-awal pandemi tahun lalu juga
sudah melakukan protokol seperti sholat jaga jarak, tidak memakai karpet,
diusahakan memakai masker dan sudah ada tempat cuci tangan”
Perbedaan kegiatan ibadah bulan ramadhan tahun lalu dengan sekarang
juga berbeda, dikarenakan memang pada tahun lalu Bupati memberi
himbauan kepada seluruh Masjid di Jombang untuk tidak melakukan sholat
tarawih maupun sholat idul fitri dan pada saat suasana ramadhan tahun ini
sudah diperbolehkan oleh pihak pemerintah yang diutaran melalui lisan saat
melakukan monitoring ke Masjid, tetapi perlu diingat bahwa memasuki era
new normal bahwa adanya kehidupan baru yang berdampingan dengan virus,
tetapi perlu diperhatikan bahwa protokol kesehatan juga sangat penting untuk
dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Lukman, beliau
menyampaikan:
“Karena kami dalam naungan pemerintah Kabupaten Jombang jadi pada
setiap aturan atau himbauan selalu kita jalankan, seperti ada intstruksi
Bupati untuk tidak melakukan adanya shalat hari raya idul fitri dan tarawih
tahun lalu kita juga tidak melakukannya dan protokol juga kita lakukan
dengan ketentuan di perbup seperti tidak memakai karpet sholat, jaga
jarak, memakai masker, cuci tangan dan mengecek suhu tubuh selain itu

juga kapasitas masjid ini sudah 50% sehingga masjid lantai atas tidak kami
gunakan dan juga agar supaya masyarakat tidak berpapasan saat naik turun

46 \Wawancara dengan mbak Ima Jamaah Masjid Agung Baitul Mukminin, Wawancara dilakukan
pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 12.00 WIB
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tangga jadi terpusat di bawah saja agar mudah memantaunya.
Alhamdulillah juga untuk tahun ini kita diperbolehkan oleh pihak
pemerintah melakukan kegiatan sholat idul fitri dan tarawih mbak” 4/
Anggapan oleh jamaah masjid selama proses penerapan protokol
kesehatan sudah aman dari segi pemantauan seperti yang dikatakan oleh pak
Amir selaku imam di masjid, beliau mengatakan:
“Saya rasa aman-aman saja untuk sholat di masjid ini yang terpenting
adalah menerapkan protokol kesehatan baik untuk saya pribadi dan juga
dari pengurus masjid yang bertugas dan sejauh yang saya lihat protokolnya
sudah cukup baik” 4
2. Dampak Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57 Tahun 2020
tentang Pencegahan Penularan Virus Corona
Dalam membuat kebijakan tentu pemerintah telah melakukan berbagai
rangkaian proses yang dimana bermula pada penyusunan agenda hingga pada
evaluasi kebijakan. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang nomor 57 tahun
2020 ini sudah jelas di dalamnya seperti dari tujuan kebijakan, kelompok
sasaran yang dituju dan teknis pelaksanaanya sudah disampaikan secara
terperinci. Pada masa pandemi ini memang sangat berdampak pada segala
aspek, tetapi tetap bahwa kesehatan adalah prioritas utama pemerintah daerah
seperti yang pak Pugu sampaikan bahwa beliau mengatakan:
“Karena saat ini adalah masa pandemi yang mana pemerintah juga perlu
mengatur kegiatan masyarakat, memang dalam masa pandemi ini semua
segala aspek berdampak, dalam artian ini pemerintah sudah

memprioritaskan kesehatan karena jika individu itu sehat maka
pembangunan dalam suatu negara juga akan terlaksana”*°

47 Wawancara dengan pak Lukman Hakim Kepala kesekretariat Masjid Agung Baitul Mukminin
Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB
“8\Wawancara dengan pak Amir, imam masjid Agung Baitul Mukminin, Wawancara via Telepon
yang dilakukan pada 11 Juni 2021 Pukul 18.00 WIB

49 Ibid,.
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Di dalam lampiran pedoman peraturan Bupati hanya tertera pada lokasi
pondok pesantren dan juga tempat ibadah saja. Alasan dari pihak pemerintah
bahwa hanya adanya pedoman dua lokasi karena memang mengukur dari
tingkat resiko penularan yang terjadi bila dibandingkan dengan lokasi yang
lain. Seperti yang disampaikan oleh pak Pugu, beliau mengatakan:

“Ada beberapa faktor pertimbangan karena populasi di tempat tersebut
tinggi, proses berkerumun orang di tempat tertutup beda jika dibandingkan
dengan tempat wisata di Jombang yang kebanyakan bernuansa alam jadi
penempatannya di tempat terbuka dan tidak berdesakan kemudian juga
selama ini teknis protokol kesehatan ditempat umum juga tetap seperti
mematuhi 5 M dan bila nanti ditemukan adanya penularan di tempat
tersebut juga akan ada tindak lanjut kedepannya”®°

Memang dalam segi memprediksi masih sangat minim untuk tindak
lanjut kedepannya sehingga hanya dari sisi ilmiah yang bisa menjadi acuan
untuk perbaikan kedepannya. Secara finansial pemerintah telah mengatur
anggaran yang mana dilimpahkan kepada anggaran pendapatan belanja
daerah ataupun berasal dari lainya yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan
undang-undang. Sehingga perlu adanya kejelasan terkait anggaran yang
dilimpahkan untuk kebijakan peraturan Bupati ini sehingga alokasi
anggarannya juga tepat pada sasaran dan mencukupi untuk pelaksanaannya.

Jadi pemerintah saat ini menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat
ini karena memang pandemi ini adalah pengalaman pertama selama yang
terjadi. Seperti yang pak Pugu sampaikan bahwa:

“Masa pandemi ini sebelumnya kami belum pernah ada pengalaman untuk

bagaimana mengatasi dan menanggulangi bencana jadi kita lebih kepada
bergerak dinamis untuk mengikuti kelanjutan pandemi ini yang

>0 Wawancara dengan Pak Pugu Kabag SE Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Wawancara
dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021 Pukul 13.00 WIB
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kedepannya harus ada evaluasi, seperti contoh saat ini juga ada covid-19
varian baru dari berbagai negara jadi harus ada aturan susulan terkait hal
tersebut’>!

Selain itu tentu masyarakat secara tidak langsung juga turut untuk
mengeluarkan anggaran atau finansial terkait adanya peraturan tentang
protokol kesehatan. Tetapi bila kita kaitkan lagi dengan kesehatan bahwa
kebijakan ini hadir untuk mencegah dengan wajibnya menerapkan protokol
kesehatan. Seperti yang disampaikan mbak Ima bahwa:

“Jadi untuk membeli masker atau hand sanitizer sekarang sudah menjadi

kebutuhan sehari-hari memang pada awal-awal perlu adanya penyesuaian

dari pengeluaran pribadi agak keberatan tetapi ya harus dilakukan karena

untuk menjaga diri”>?

Biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan saat pandemi saat
ini memang cukup banyak seperti membeli masker, membeli hand sanitizer,
membeli kuota internet karena saat ini kebanyakan berbasis online

D. Analisa Data
Peraturan Bupati tentang protokol kesehatan ini pada dasarnya adalah

turunan dengan adanya Instruksi Presiden No 6 tahun 2020 dan Instruksi Menteri
dalam Negeri No 4 Tahun 2020 dan juga bahwa penyebaran virus corona di
Jombang juga dinilai cukup tinggi karena sebagian besar daerah sudah berstatus
darurat atau masuk wilayah merah. Dengan begitu pemerintah Kabupaten
Jombang mengimplementasikannya dengan hadirnya peraturan Bupati

Kabupaten Jombang nomor 57 Tahun 2020 tersebut.

> 1bid,.
>2 Wawancara dengan mbak Ima Jamaah Masjid Agung Baitul Mukminin, Wawancara dilakukan
pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 12.00 WIB
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1. Pencegahan Penularan Virus Corona di Masjid Agung Baitul Mukminin
Kabupaten Jombang Dalam Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten
Jombang Nomor 57 Tahun 2020

Ruang lingkup kebijakan seperti lingkungan kebijakan, pelaksanaan
kebijakan, pembuat kebijakan adalah satu kesatuan yang saling terikat dimana
tentu menyesuaikan dari karakteristik sosial masyarakat. Tujuan dari adanya
kebijakan ini adalah sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam
membatasi kegiatan sosial dan memperketat protokol kesehatan. Pada
pengimplementasiannya di dalam perbup ini mencakup beberapa aspek,
dalam konteks ini mengamati pada pengimplementasiannya di dalam
kegiatan keagamaan di masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang.
Karena pada nyatanya pihak takmir selaku implementor sudah melakukan
ketentuan sesuai dengan regulasinya, meskipun ada beberapa yang perlu
diperbaiki dalam segi teknisnya.

Pada pembahasan ini terfokus pada tingkat keberhasilan menerapkan
suatu kebijakan yang dilakukan oleh pihak implementor kepada kelompok
sasaran di tempat ibadah yakni masjid. Untuk mewujudkan tujuan dari
kebijakan tersebut perlu adanya kajian mendalam tentang implementasi
kebijakan maka dalam penelitian ini menggunakan teori yang relevan yakni
pada pemikiran George C. Edwards Il yang mana bahwa dalam melihat

tingkat keberhasilan suatu kebijakan itu terdapat empat faktor yakni meliputi:
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a. Komunikasi

Penting untuk melakukan kegiatan komunikasi dari pihak perumus
kebijakan dengan pihak pelaksana karena juga dapat menunjang
keberhasilan dalam kebijakan. Dalam penerapannya bahwa sudah ada
hubungan komunikasi dari pihak dinas kesehatan yang dilakukan oleh
puskesmas daerah setempat kepada takmir masjid tentang sosialisasi yang
dilakukan dan juga monitoring atau pemantauan secara berkala kepada
pihak takmir pada pelaksanaan kegiatan ibadah di masjid. Hal senada juga
telah disampaikan oleh Pak Lukman selaku kepala sekretariat takmir
Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang bahwa:

“Sudah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak puskesmas dan
dinas kesehatan, selain itu juga ikut memantau pelaksanaan protokol
kesehatan’>®

Dalam proses monitoring berlangsung pihak dari pemerintah daerah
terkait seperti dinas kesehatan maupun satuan pamong praja juga sudah
beberapa kali melakukan pengawasan di Masjid Agung Baitul Mukminin,
seperti yang Bapak Lukman sampaikan bahwa:

“Sudah ada beberapa kali pihak dinas kesehatan datang ke Masjid
untuk melihat kegiatan pelaksanaan kegiatan masjid seperti kegiatan
sholat besar atau sholat jum’at tetapi untuk sholat lima waktu dan
pengajian rutin tidak, ya alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada
teguran dari pihak pemerintah.””*

Dari segi teknis juga pihak puskesmas juga meninjau langsung alat-

alat kelengkapan yang berada di dalam masjid dan kesiapan memenuhi

>3 Wawancara dengan pak Lukman Hakim Kepala Kesekretariat Masjid Agung Baitul Mukminin
Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 11.00 WIB

>* 1bid,.
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protokol kesehatan. Adanya komunikasi dari pihak UPT kepada dinas
kesehatan mengenai tentang pelaporan secara berkala dengan pihak dinas
kesehatan melalui laporan tertulis dan bukti secara dokumentasi data.
Sehingga pihak dinas kesehatan juga dapat memantau perkembangan yang
terjadi.

Dalam penyampaian komunikasi kepada masyarakat dinas kesehatan
juga melakukan beberapa cara seperti melakukan siaran radio setiap hari
Rabu, kemudian memanfaatkan platform seperti instagram, facebook
maupun website yang mana dilakukan untuk mengedukasi masyarakat
terkait pentingnya menjaga protokol kesehatan seperti mengupdate data
penyebaran virus di Kabupaten Jombang sehingga meminimalisir adanya
berita bohong. Seperti yang pak Pugu sampaikan bahwa:

“Pemberian edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya virus
covid-19 dan pentingnya menerapkan protokol kesehatan juga kami
lakukan seperti di media sosial ya bisa instagram, facebook selain
itu juga kami melakukan siaran di radio setiap hari Rabu”>°

b. Sumber daya

Faktor yang terpenting lainnya adalah mengenai tentang sumber daya.
Bahwa bukan hanya mengenai sumber daya finansial saja tetapi sumber
daya manusia atau kemampuan implementor juga perlu untuk
dipertimbangkan. Bahwa dalam peraturan Bupati ini sudah tertera bahwa

anggaran pelaksanaan ini dilimpahkan pada anggaran pelaksanaan belanja

daerah. Tetapi dalam konteks ini masjid tidak mendapat anggaran dari

>5 Wawancara dengan Pak Pugu Kabag SE Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Wawancara
dilakukan pada tanggal 10 Juni 2021 Pukul 13.00 WIB
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pihak pemerintah dikarenakan masih belum adanya ketentuan atau aturan
yang tertulis tentang anggaran hibah.

Dalam pemenuhan kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan masih
dilakukan secara mandiri oleh pihak takmir masjid. Meskipun demikian
memang pada awal-awal penerapan protokol kesehatan dari pihak
implementor cukup mengeluhkan pengeluaran yang begitu besar untuk
memenuhi aturan tentang perbup ini. Mengenai hal ini dapat dipahami
bahwa sumber daya finansial dalam pelaksanaan implementasi protokol
kesehatan di masjid sudah mencukupi meskipun tidak adanya anggaran
yang diberikan oleh dari pihak pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh
pak Lukman bahwa:

“Jadi masjid dalam mendapatkan anggaran untuk memenuhi
kebutuhan dilakukan berbagai cara seperti penyewaan lahan,
gedung, POM mini dan dana infaq oleh masyarakat untuk
transparansi dana pembiayaan juga kami infokan yang artinya
memberikan laporan tentang masuk dan keluar dana infaq kepada
masyarakat, meskipun memang pada masa awal-awal pemenuhan
kebutuhan harus mengeluarkan anggaran yang cukup banyak”®

Selain itu juga ada beberapa kendala dalam sumber daya manusia
yang mana pihak implementor kekurangan petugas atau tidak seimbang
yang berakibat protokol kesehatan tidak bisa terpantau dengan ketat tetapi
hal tersebut terjadi ketika adanya ketidak dugaan adanya lonjakan jamaah

pada saat adanya hari besar. Seperti pada saat pelaksanaan shalat hari raya

besar idul fitri, terjadi lonjakan jamaah yang tidak terduga sehingga

>6 Wawancara dengan pak Lukman Hakim Kepala Kesekretariat Masjid Agung Baitul Mukminin
Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB
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membuat petugas menjadi kewalahan karena tidak dapat menjangkau yang
berada di luar masjid. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman, beliau

menyampaikan:

“Iya jadi memang dari petugas keamanan memang masih kurang
karena memang keterbatasan petugas untuk memantau sehingga
hanya pada saat seperti sholat jum’at atau sholat yang mendatangkan
jamaah banyak saja yang ketat prokesnya jadi tidak pada saat sholat
lima waktu, kendala yang terjadi seperti pada saat sholat idul fitri
tahun ini karena jamaah yang berada di lapangan dan halaman
masjid jadi tidak dapat memantau sampai sana karena petugas kami
hanya cukup untuk memantau wilayah dalam masjid saja.”®’

c. Disposisi

Disposisi atau juga sebagai sikap perilaku pelaksana yang mana dapat

diukur dengan melihat kepatuhan dalam menerapkan kebijakan tersebut.
Hal tersebut juga penting mengingat bahwa suatu keberhasilan kebijakan
tidak lepas dari adanya sikap perilaku yang mendukung kepada kebijakan
tersebut, yang artinya bahwa mengukur tingkat keseriusan terhadap
penerapan kebijakan. Seperti yang disampaikan oleh pak Lukman beliau

mengatakan:

“Melakukan protokol kesehatan secara fasilitas memang sudah
tersedia lengkap disini mulai dari tempat cuci tangan, hand sanitizer,
spanduk-spanduk edukasi tentang protokol juga sudah kami siapkan
di beberapa titik di area masjid selain itu juga protokol pada kegiatan
yang mendatangkan jamaah yang banyak juga kita perhatikan seperti
menjaga jarak, cek suhu tubuh sebelum masuk masjid dan memakai
masker”>8

Sikap pelaksana ini ditunjukan oleh pihak takmir dengan adanya

dukungan untuk melengkapi persyaratan atau pemenuhan kelengkapan

>7 Wawancara dengan pak Lukman Hakim Kepala Kesekretariat Masjid Agung Baitul Mukminin
Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB

>8 Ibid,.
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fasilitas yang ada dalam kebijakan pada masa pandemi ini. Seperti
menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer di pintu masuk masjid,
dan arahan untuk melakukan cuci tangan yang baik dan benar menjaga
jarak saat sholat.

Gambar 4.5
Tempat cuci tangan

. 1“ . 'i\l G o
(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti)

Fasilitas tempat cuci tangan ini disediakan oleh takmir masjid Agung
Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang berada di tepat samping pintu
gerbang masuk masjid. Digunakan untuk mencuci tangan dengan air
mengalir dan juga telah disediakan beserta sabun cuci tangan dan
diperuntukkan untuk setiap jamaah yang hendak melakukan kegiatan
keagamaan di masjid karena pihak masjid mewajibkan setiap jamaah

untuk mencuci tangan sebelum masuk.
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Gambar 4.6
Tempat hand sanitizer

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti)

Tempat hand sanitizer ini diletakkan menempel di pintu masuk
masjid. Alasan diletakkannya hand sanitizer di pintu masuk masjid adalah
untuk memudahkan jamaah membersinkan tangan apabila telah
menyentuh barang umum di masjid. Kegunaan adanya hand sanitizer ini
adalah untuk menjaga kebersihan tangan sebagai pengganti apabila terjadi
antrian panjang di tempat cuci tangan.

Gambar 4.7

Kegiatan sholat berjamaah berjarak
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Dilakukannya sholat jamaah dengan keadaan berjarak yang minimal
berjarak 1 meter ini sesuai dengan anjuran pemerintah seperti dalam
pedoman protokol kesehatan di peraturan Bupati Kabupaten Jombang
Nomor 57 Tahun 2020 sebagai tindakan upaya untuk mengatasi
penyebaran corona. Sholat berjarak ini dilakukan pada setiap kegiatan

sholat yakni pada sholat hari besar, sholat jum’at dan sholat lima waktu.

Gambar 4.8

Cek suhu tubuh ketika hendak sholat Jum’at

’,”

q

(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti)

Dalam mencegah penyebaran virus corona selain dilakukannya sholat
jarak juga dilakukannya pengecekan suhu tubuh jamaah. Pengecekkan ini
hanya dilakukan ketika mendatangkan jamaah yang banyak yang
berkemungkinan jamaah berasal dari luar wilayah masjid. Pengecekan
suhu tubuh ini dilakukan di depan gerbang masjid Agung Baitul Mukminin

Kabupaten Jombang.
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Gambar 4.9

Edukasi oleh pihak masjid mencuci tangan baik dan benar

=

| S8R 1
(Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti)

Pihak masjid Agung Baitul Mukminin juga mengedukasi jamaah
masjid seperti melakukan cuci tangan dengan baik dan benar. Sebagai
upaya untuk menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya menjaga
kebersihan tangan dengan mencuci tangan pada saat telah menyentuh
barang umum. Poster edukasi ini diletakkan di tempat area wudhu masjid

agar mudah dilihat dan dibaca oleh jamaah.

d. Struktur Birokrasi
Dalam struktur birokrasi pengurus takmir masjid ini menerapkan
sistem hierarki yang mana bahwa pengurus takmir membuat tim pelaksana
harian agar lebih mudah untuk mengatur dan mengelola masjid karena
memang anggota pengurus takmir memiliki berbagai kesibukan sehingga
tidak dapat sepenuhnya mengawasi dan memantau kegiatan di masjid.
Dalam tim pelaksana harian ini juga bertanggung jawab penuh kepada

pengurus takmir masjid, jadi untuk menerapkan protokol kesehatan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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masjid adalah tim pelaksana harian di masjid. Hal tersebut juga dapat
mempermudah pengawasan dan tertata secara sistematis. Seperti yang
disampaikan oleh pak Lukman, beliau mengatakan:
“Jadi untuk pelaksanaanya adalah dari tim harian seperti petugas
kebersihan, petugas keamanan yang nantinya dari tim pelaksana
harian akan bertanggungjawab kepada pengurus takmir masjid”®°
Pada pelaksanaan oleh petugas harian takmir masjid Agung Baitul
Mukminin ini dilakukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab pada
masing-masing bidang. Seperti untuk menata jarak, menegur jamaah yang
tidak tertib protokol, mengecek suhu jamaah yang hendak masuk masjid
itu semua dibebankan kepada bidang keamanan. Begitupun pada
kebersihan dan kesehatan masjid yang dibebankan pada bidang kebersihan
seperti melakukan desinfektan secara rutin di masjid, menjaga kualitas air,
dan menjaga kebersihan masjid dan sebagainya.
2. Pencegahan Penularan Virus Corona di Masjid Agung Baitul Mukminin
Kabupaten Jombang
Pencegahan dan penularan virus ini tertuang dalam peraturan Bupati
Kabupaten Jombang nomor 57 Tahun 2020 yang mencakup dalam
kegiatan sehari-hari masyarakat. Aturan mengenai protokol kesehatan
yang sangat ditekankan dalam hal ini adalah 5 M yakni memakai masker,

mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi

mobilitas. Secara teknis dalam peraturan Bupati ini lebih terfokus pada

>9 Wawancara dengan pak Lukman Hakim Kepala Kesekretariat Masjid Agung Baitul Mukminin
Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB
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lokasi yang sangat rentan penularan virus corona karena melihat realitas
yang dapat mempertemukan banyak individu, yakni pada tempat ibadah
dan pondok pesantren yang tertera dalam lampiran pedoman pelaksanaan
protokol kesehatan.

Penjelasan baik dalam normatif maupun teknis dalam peraturan
bupati sangat baik yang mana dalam hal ini diharapkan pihak pelaksana
atau implementor dapat menerapkannya sebaik mungkin seperti yang
tertera dalam pedoman peraturan. Dalam melakukan pencegahan
penularan virus corona untuk menerapkan protokol kesehatan di masjid
mencakup beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:

a. Aspek Pedoman Penyelenggaraan Ibadah

Dalam peraturan Bupati tertera bahwa setiap tempat ibadah harus
memiliki surat keterangan rumah ibadah aman dan bebas corona yang
memiliki daya tampung jamaah besar dan mayoritas jamaahnya adalah
berasal dari kawasan lingkungan nya hal itu diwajibkan. Pengurus takmir
juga diharuskan untuk mengajukan surat permohonan sesuai dengan
tingkatan daerahnya. Pada penelitian lebih lanjut ditemukan oleh peneliti
bahwa pihak dari masjid ini belum memiliki surat keterangan aman virus
corona Seperti pak Lukman menyampaikan bahwa:

“Untuk surat tersebut awal-awal adanya perbup itu kami sudah

mengajukan tetapi belum ada kelanjutan dari surat tersebut dari

pemerintah terakhir kami tanya kembali untuk kelanjutan surat itu
pada saat monitoring sholat idul fitri masih dalam proses”®°

60 Wawancara dengan pak Lukman Hakim Kepala Kesekretariat Masjid Agung Baitul Mukminin
Kabupaten Jombang, Wawancara dilakukan pada tanggal 4 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB
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Hal tersebut semestinya tidak boleh terjadi, mengingat bahwa dalam
pedoman protokol kesehatan di peraturan Bupati pihak penyelenggara
kegiatan ibadah harus memenuhi persyaratan administratif. Surat
keterangan lingkungan bebas virus corona ini bertujuan untuk meyakinkan
jamaah bahwa tempat yang digunakan ibadah sudah aman dan bebas virus
corona. Kenyataanya bahwa hingga kini belum ada kelanjutan dari pihak
pemerintah terkait persyaratan administratif tersebut. Tetapi pihak masjid
diperbolehkan oleh pihak pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ibadah
seperti biasa melalui lisan kepada pihak takmir masjid, hal tersebut
menjadi persoalan sendiri bahwa kurangnya konsistensi pemerintah dalam
melengkapi ketentuan-ketentuan sesuai dengan regulasi yang ada.

Pihak pemerintah atau aktor perumus kebijakan tidak optimal dalam
memberlakukan kebijakan, karena pihak pemerintah tidak memantau
kegiatan ibadah dengan rutin, hanya dilakukan ketika ada kegiatan sholat
yang mendatangkan jamaah banyak saja seperti sholat gerhana, sholat hari
raya dan shalat jumat dan juga memperbolehkan pihak masjid melakukan
kegiatan ibadah walaupun secara administratif masih belum lengkap.

. Aspek Kewajiban Pengurus Masjid

Setiap pihak penyelenggara tempat ibadah memiliki tanggung jawab
atas seluruh kegiatan ibadah seperti yang tertera dalam lampiran pedoman
peraturan Bupati. Sebenarnya pihak petugas takmir masjid telah
melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan regulasinya seperti adanya

penyemprotan berkala pada setiap kegiatan, pembatasan jarak sholat
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melakukan pengaturan jumlah jamaah dan juga telah memisah antara
jamaah pendatang dengan jamaah yang berada dalam lingkungan daerah
masjid. Seperti yang pak Lukman sampaikan bahwa:
“Kita rutin melakukan penyemprotan desinfektan pada setiap
kegiatan ibadah yang jamaahnya banyak seperti sholat jum’at sholat
gerhana, sholat hari raya dan juga untuk jumlah jamaah memang

sudah kita batasi dengan tidak menggunakan lantai dua jadi fokus di
lantai satu saja sehingga petugas dapat memantau jamaah%!

Adanya perlakukan khusus yang dilakukan oleh pihak takmir kepada
masyarakat pendatang atau yang tidak biasa sholat di masjid adalah
dengan sistem buka tutup pintu dalam masjid. Jamaah yang pendatang
diarahkan untuk sholat di serambi-serambi masjid bukan di dalam masjid
karena pintu masjid akan dibuka hanya ketika sholat lima waktu dan akan
ditutup setelah sholat selesai tetapi pagar masjid tetap terbuka untuk

umum. Seperti yang disampaikan pak Lukman, beliau mengatakan:

’Perlakukan untuk jamaah baru kita arahkan untuk sholat di serambi
masjid sehingga tidak tercampur dengan jamaah yang sudah biasa
melakukan sholat di masjid”®?

Selain itu juga untuk jamaah yang datang di masjid mengalami
perbedaan sebelum pandemi dan setelah pandemi ini, karena memang
dalam aturan peraturan Bupati Kabupaten Jombang ini untuk mengatur
jumlah jamaah dan membatasi jumlah pintu di masjid guna untuk

memudahkan pemantauan dan pembatasan jamaah yang melakukan

ibadah di masjid. Bahwa dengan tidak menggunakan lantai dua bangunan

61 Wawancara dengan pak Lukman Hakim Kepala Kesekretariat Masjid Agung Baitul Mukminin
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masjid dan memfokuskan pada pintu gerbang utama masjid untuk keluar
akses jalan. Seperti bapak Lukman sampaikan, bahwa:
”Jadi untuk pengaturan jumlah jamaah sudah kita atur seperti tidak
menggunakan lantai dua masjid sembari juga menghindari kontak
fisik saat naik turun tangga di masjid, memang ada penurunan
jumlah jamaah tetapi mengingat kondisi yang masih pandemi begini
ya kita harus taati peraturan. Jumlah jamaah sudah diatur seperti saat

sholat jum’at itu sudah tidak melebihi kapasitas karena bila masjid
sudah dirasa penuh gerbang akan ditutup”®

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh pak Amir selaku

jamaah masjid Agung Baitul Mukminin bahwa:

“Untuk melaksanakan kegiatan ibadah memang ada penurunan
jumlah jamaah di masjid karena juga memang shalat sudah berjarak,

dan selain itu khutbah sholat jum’at juga dipersingkat di masjid
19564

selama pandemi ini

Pada penelitian lebih lanjut bahwa adanya perubahan perilaku yang
membuat petugas tidak lagi konsisten, bahwa saat sholat lima waktu ini
tidak dilakukan cek suhu tubuh dan juga menyediakan untuk alat sholat
bagi perempuan oleh pihak masjid. Pihak masjid telah menyediakan alat
sholat bagi perempuan karena mendapatkan keluhan dari jamaah wanita
yang membutuhkan alat sholat. Sejatinya hal tersebut tidak diperkenankan
meskipun kebersihan terjaga dengan mengganti alat sholat setiap hari,

karena mengingat bahwa tidak setiap waktu petugas mengecek suhu

jamaah yang datang untuk sholat di masjid sehingga tinjauan kesehatan
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setiap individu tidak dapat dipantau. Hal ini juga beresiko untuk terjadi
penularan virus covid-19.

Seperti pada waktu awal pandemi penerapan protokol sangat ketat
dalam melakukan protokol kesehatan di masjid akan tetapi seiring
berjalannya waktu pada masa new normal saat ini petugas takmir tidak lagi
konsisten dalam memberlakukan protokol kesehatan. Hal tersebut juga
dibenarkan oleh pak Lukman, beliau mengatakan:

“Jadi untuk alat sholat perempuan ini baru-baru ini disediakan oleh

pihak masjid karena kita menerima banyak keluhan dari jamaah

yang berasal dari luar untuk disediakan alat sholat. Terkait
kebersihannya setiap hari selalu kita cuci dan ganti alat mukena itu
jadi kebersihannya juga kita pertimbangkan dan tentang pengukuran
suhu tubuh akhir-akhir ini memang sudah begitu ketat dulu karena
memang ada beberapa faktor bahwa saat sholat lima waktu
kebanyakan yang hadir jamaah adalah yang sudah biasa sholat di

masjid kemudian dari segi petugas juga merasa jenuh dengan

kegiatan tersebut jadi memang mengalami kemunduran dari segi

pelaksanaan tapi tetap kita melakukan evaluasi”®®

Pengecekan suhu badan hanya pada saat sholat yang mendatangkan
jamaah yang banyak saja, sedangkan untuk sholat lima waktu sudah tidak
diterapkan pengecekan suhu badan saat hendak masuk masjid karena pihak
masjid sudah terbiasa dengan jamaah yang sering datang. Meskipun
demikian hal tersebut tidaklah diperkenankan karena bahwa setiap orang
memiliki Riwayat kesehatan yang berbeda-beda mengingat saat ini sudah
masa new normal yang setiap masyarakat sudah bisa beraktifitas di luar

rumabh lagi.
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c. Aspek Kewajiban Masyarakat

Masyarakat merupakan sasaran dari adanya peraturan Bupati ini,
yang mana tentu pihak masyarakat tidak lepas dari kewajiban untuk
menerapkan protokol kesehatan. Dalam melakukan kegiatan ibadah saat
ini dengan pada saat awal pandemi tahun lalu juga mengalami perubahan
yakni adanya perilaku yang tidak konsisten. Masyarakat kebanyakan
sudah tahu akan aturan saat melakukan kegiatan diluar rumah seperti
mematuhi aturan 5M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker,
mengurangi  kerumunan dan menjauhi  mobilitas).Seperti  yang
disampaikan mbak Ima bahwa beliau mengatakan:

“Kalo pemantauan saya, rata-rata perilaku jamaah yang mampir

untuk sholat disini sudah cenderung tidak memakai masker atau

melepas saat sholat tapi pas datang ke Masjid memakai masker”®

Tetapi masyarakat saat masa new normal yang menjadi lalai akan
protokol kesehatan seperti pada saat masuk masjid memang memakai
masker dan mencuci tangan dan setelah melaksanakan ibadah masker
dilepas. Hal tersebut terjadi karena adanya pola hidup yang cenderung
monoton dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat.
Masyarakat sangat memiliki peran yang penting dalam menekan

penyebaran virus, bahwa percuma saja pemerintah telah menyiapkan dan

melaksanakan aturan regulasi sebaik dan sejelas mungkin tentang protokol

kesehatan tetapi bila pihak masyarakat Sebagian besar tidak sadar atau

6 Wawancara dengan mbak Ima Jamaah Masjid Agung Baitul Mukminin, Wawancara dilakukan
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meremehkan regulasi tersebut tidak akan berhasil. Mengingat bahwa saat
ini tingkat penyebaran virus sedang tinggi tidak terkecuali di Kabupaten
Jombang sendiri. Jadi sangat diperlukan kesadaran dan kepatuhan oleh
pihak masyarakat agar bisa memutus tali penyebaran.
3. Dampak Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57 Tahun 2020
Tentang Pencegahan Penularan Virus Corona

Aspek perekonomian pada masa pandemi covid-19 ini memang sangat
berdampak, meskipun ada berbagai bidang juga ikut terdampak. Saat ini
masih banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan terjadi kerugian besar-
besaran oleh perusahaan, karenanya oleh sebab itu pemerintah telah membuat
pernyataan bahwa adanya konsep tatanan kehidupan yang baru. Hal yang
dimaksudkan adalah untuk melonggarkan peraturan dengan memperbolehkan
masyarakat untuk beraktifitas diluar rumah dengan menerapkan protokol
kesehatan dengan ketat dan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nilai
kepatuhan masyarakat tentu sangat berdampak pada keberhasilan dari
berjalannya peraturan tentang protokol kesehatan ini, tetapi pada kenyataanya
masyarakat masih sering lalai dengan menerapkan protokol kesehatan saat
melakukan aktifitas sehari-sehari selama berada di luar rumah.

Peraturan yang tertulis hadir karena ditemukan adanya permasalahan
dalam ruang lingkup sosial masyarakat. Sejatinya setiap kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah memiliki dampak atau pengaruh yang terjadi
setelah peraturan itu diterapkan. Maka perumus kebijakan semestinya sudah

memikirkan hal yang akan terjadi setelah kebijakan diterapkan kepada
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masyarakat. Masyarakat diharapkan komprehensif dalam menyingkapi
peraturan yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam membahas terkait dampak, bahwa peneliti melakukan penilaian
atau kajian analisis terhadap adanya dampak implementasi dari kebijakan
peraturan Bupati tentang protokol kesehatan bahwa ada beberapa faktor
melihat tentang kondisi dalam realitanya antara lain adalah:

a. Dampak yang ada sesuai yang diharapkan atau yang tidak diharapkan yang
terjadi pada masyarakatnya atau pada permasalahan.

Dampak sesuai yang diharapkan bahwa dalam peraturan Bupati
tentang protokol kesehatan adalah menurunya tingkat penyebaran virus
corona di Kabupaten Jombang, mengingat bahwa Jombang dilihat dalam
pemantauan angka penyebaran masih relatif tinggi karena hampir semua
daerah di Jombang telah memasuki zona merah yang artinya sudah dalam
status darurat. Dampak tidak diharapkan adalah bahwa masyarakat sudah
mulai merasakan kejenuhan, yang mana pada perilaku hidup masyarakat
dengan menerapkan protokol kesehatan mengubah perilaku individu
sehingga akan berdampak pada kepatuhan masyarakat. Seperti yang pak
pugu sampaikan bahwa:

“Dengan adanya regulasi yang mengatur protokol kesehatan harapan
kita tentu adalah turunnya angka penyebaran corona di Kabupaten
Jombang karena hampir seluruh wilayah itu sudah merah. Memang

tidak dipungkiri masih ada beberapa kalangan masyarakat yang tidak
melakukan protokol kesehatan dengan baik™®’

67 Wawancara dengan Pak Pugu Kabag SE Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Wawancara
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b. Kebijakan publik mungkin akan berpengaruh pada diluar kelompok

sasaran

Regulasi pemerintah daerah Kabupaten Jombang terkait protokol
kesehatan sejatinya sudah cukup jelas bila dilihat dari segi normatifnya,
akan tetapi secara teknis belum terlalu terperinci terkait pedoman yang
dilampirkan, diketahui bahwa hanya ada pedoman protokol kesehatan di
dalam pondok pesantren dan tempat ibadah yang terlampir memang bahwa
hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk memprioritaskan yang
lebih rentan resiko penularan virus. Sehingga hal tersebut lebih rentan
terjadinya ketidakjelasan terhadap aturan yang mana akan menimbulkan
kelompok sasaran lain lain rentan akan terjadi tumpang tindih kebijakan.

c. Dampak kebijakan akan berpengaruh pada kondisi saat ini atau pada waktu

yang akan datang

Dampak kebijakan yang akan berpengaruh pada kondisi mendatang
atau kondisi terkini adalah adanya perubahan perilaku hidup disiplin,
melihat bahwa dengan adanya kebijakan tentang protokol kesehatan dapat
mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih disiplin dalam berperilaku
karena adanya regulasi tentang pedoman menerapkan protokol kesehatan.

Masyarakat dalam hal ini juga mengalami dampak karena merupakan
kelompok sasaran yang dituju, bahwa tujuan dari adanya kebijakan adalah
seberapa jauh outcome yang dihasilkan dari adanya output itu sendiri.
Peraturan Bupati ini adalah regulasi secara terperinci dan jelas untuk

melakukan pencegahan dan pengendalian virus corona yang mana
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ditemukan adanya perubahan pola perilaku yang terjadi. Seperti pak Amir
sampaikan sebagai imam masjid bahwa:

“Dengan adanya aturan tentang protokol kesehatan ini memang

sangat berpengaruh terhadap perilaku saya pribadi seperti lebih peka

terhadap lingkungan untuk melakukan jaga jarak menjaga

kebersihan diri yang dulunya saya tidak begitu memikirkan hal itu

jadi terpikirkan’®

d. Dampak pada pembiayaan secara langsung
Membahas terkait pembiayaan finansial kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah dalam implementasinya teru sudah diatur dalam setiap
regulasi yang terkait, seperti di dalam peraturan Bupati bahwa pembiayaan
keseluruhan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah
(APBD) sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Meskipun ada
beberapa jangkauan yang tidak mendapatkan pembiayaan secara langsung
oleh pemerintah karena minim nya regulasi ketentuan yang tersedia.
e. Dampak kebijakan terhadap pembiayaan tidak langsung
Bahwa dalam hal ini pembiayaan tidak langsung adalah pembiayaan

yang dibebankan kepada masyarakat, sebagaimana yang dialami oleh
masyarakat yang mana harus memenuhi kebutuhan protokol kesehatan
seperti membeli masker dan hand sanitizer. Selain itu pembiayaan terjadi
untuk memenuhi kebutuhan konektifitas jaringan seperti membeli kuota

internet yang cukup mahal. Pembiayaan yang dibebankan oleh masyarakat

dinilai cukup memberatkan masyarakat karena kebutuhan finansial juga

68 Wawancara dengan pak Agung imam sholat Masjid Agung Baitul Mukminin, Wawancara via
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menjadi bertambah, hal tersebut jarang dipikirkan atau dibahas oleh pihak
pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh pak Amir selaku imam masjid,
bahwa beliau mengatakan:

“Untuk memenuhi kebutuhan seperti masker dan hand sanitizer

memang saya rasa tidak keberatan tetapi untuk biaya kuota internet

yang mana saya butuhkan di masa pandemi ini. Biaya kuota internet

yang tidak murah dan penggunaan secara terus-menerus membuat

saya agak keberatan”®

Meskipun begitu mengenai tentang perihal kesehatan tidaklah murah,

jika dipertimbangkan lebih baik mengeluarkan biaya tambahan
pencegahan bila dibandingkan dengan berapa biaya yang harus
dikeluarkan lebih untuk pengobatan.

Pada peraturan Bupati tentang protokol kesehatan tentu tidak terlepas
dari adanya dampak, dampak yang dihasilkan meliputi dampak baik dan
dampak buruk maka dengan hal tersebut peneliti akan mengkategorikan
dampak baik dan dampak buruk yang terjadi, diantaranya:

a. Dampak positif pelaksanaan peraturan Bupati Kabupaten Jombang nomor
57 tahun 2020 tentang pencegahan penularan virus corona

Dalam hal ini menguraikan beberapa dampak yang membahas terkait

sisi baik atau kemanfaatan saat setelah kebijakan diterapkan kepada

masyarakat. Dengan adanya kebijakan peraturan Bupati membawa

dampak positif sebagai berikut:
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1) Penyebaran virus corona menjadi rendah

Dengan melakukan protokol kesehatan tentunya sangat
berpengaruh terhadap penyebaran virus corona, karena dengan
menerapkan protokol resiko penularan menjadi rendah yang mana
sangat diharapkan bahwa pademi secara perlahan akan hilang.
Masyarakat dihimbau untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan
demi kebaikan diri sendiri dan juga bersama mengingat bahwa virus
corona ini sangat cepat penyebarannya dan resiko penularan yang
tinggi.

2) Mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih sehat dan bersih

Pola perilaku masyarakat yang awalnya cenderung mengabaikan
nilai kebersihan dan kesehatan maka pada saat pandemi ini secara
perlahan mulai membiasakan diri melakukan perlindungan diri seperti
selalu memakai masker, menjaga jarak saat berkomunikasi dengan
orang yang tidak dikenal, rajin mencuci tangan dan lain sebagainya.
Masyarakat menilai bahwa dengan taat menerapkan protokol kesehatan
akan lebih rendah peluang untuk tertular virus corona.Hadirnya
kebijakan peraturan Bupati ini membuat perilaku protokol kesehatan
menjadi hal yang wajib, karena akan ada sanksi yang berlaku untuk
yang tidak melakukannya.

Meskipun memang pada realitanya masyarakat Jombang adalah
wilayah yang tingkat pendidikan cukup rendah tetapi dengan cara

edukasi dan pembinaan secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah
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membuat masyarakat akhirnya mengerti dan paham bahwa pentingnya
menjaga kesehatan apalagi dalam situasi yang sedang pandemi saat ini.
3) Masyarakat mengikuti zaman era digitalisasi
Dengan adanya aturan yang tidak diperbolehkan untuk
melangsungkan kegiatan tatap muka seperti sekolah, bekerja
mengharuskan masyarakat untuk lebih paham terhadap perkembangan
teknologi yang semakin canggih.Seperti melakukan dengan platform
aplikasi Zoom, Google meet dan lainnya. Dengan begitu mengubah
masyarakat yang awalnya tidak tahu teknologi mengharuskan diri untuk
menjadi tahu. Selain itu juga membuat pedagang yang berbasis online,
karena banyak dari masyarakat saat ini karena situasi pandemi lebih
memilih untuk berbelanja secara online daripada offline
b. Dampak negatif pelaksanaan peraturan Bupati Kabupaten Jombang nomor
57 tahun 2020 tentang pencegahan penularan virus corona
Dampak negatif merupakan dampak yang berpengaruh buruk baik
dari segi objek maupun subjek. Dalam suatu kebijakan pasti juga terdapat
dampak negatif yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan evaluasi agar
dapat diperbaiki untuk kedepannya. Dalam konteks ini pelaksanaan
peraturan Bupati terkait protokol kesehatan juga memiliki dampak negatif
diantaranya adalah:
1) Pencemaran Lingkungan
Dari dulu hingga sampai saat ini persoalan limbah sampah masih

diperbincangkan. Belum lagi adanya tambahan sampah dari
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sumbangsih masker yang digunakan oleh masyarakat. Masker yang
dimaksud adalah masker bedah yang hanya diperuntukkan sekali pakai
mengingat bahwa tingkat efektifitas masker tidak bisa dipakai berulang
kali. Sehingga pencemaran lingkungan tidak dapat terbendung, mulai
dari pencemaran air, tanah semua ikut terdampak karena masyarakat
yang masih banyak membuang sampah sembarangan. Untuk itu solusi
yang ditawarkan adalah lebih mengedepankan menggunakan masker
kain, meskipun tingkat keefektifitasnya tidak setinggi masker bedah
akan tetapi dalam jumlah yang banyak tidak akan mencemari
lingkungan karena masker kain dapat digunakan berulang-ulang dan
bahan yang digunakan juga ramah lingkungan.
2) Keterbatasan Sosial

Dengan dilakukannya jaga jarak minimal satu meter membuat
adanya keterbatasan interaksi sosial sehingga masyarakat kurang dalam
kebersamaan, mengingat bahwa Indonesia terkenal dengan gotong
royong dan kebersamaan yang melekat. Adanya pandemi ini sangat
merubah perilaku masyarakat menjadi tidak ada interaksi sosial secara
langsung atau tatap muka.

Adanya aturan tentang menerapkan protokol kesehatan yang tidak
diperkenankannya untuk melakukan kegiatan sosial dengan melibatkan
banyak orang atau berkerumun juga salah satu faktor penyebab. Hal
tersebut memang bertujuan untuk menekan penyebaran virus yang saat

ini angka penyebaran juga tinggi. Meskipun kita ketahui saat masa new
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normal saat ini pemerintah telah melonggarkan aturan dengan
memperbolehkan kegiatan diluar rumah karena adanya kepentingan
yang mendesak.
3) Kebutuhan Finansial Bertambah

Secara tidak langsung memang bahwa pemerintah memberlakukan
protokol kesehatan yang mana juga berpengaruh kepada bertambahnya
kebutuhan finansial masyarakat. Tidak hanya untuk membeli masker
dan hand sanitizer tetapi juga untuk membeli kuota internet, mengingat
era pandemi ini segala sesuatu dapat dilakukan berbasis secara online.
Harga kuota internet yang cukup mahal juga menjadi beban tersendiri
yang dikeluhkan kepada masyarakat, belum lagi akses untuk
masyarakat desa atau pedalaman yang minim akan akses jaringan
internet juga memperlambat perkembangan dan pertumbuhan negara.

4) Penurunan Jumlah Jamaah di Masjid Agung Baitul Mukminin

Kabupaten Jombang

Dalam konteks kepatuhan dalam hal keagamaan disini masyarakat
mengalami  penurunan dalam melakukan kegiatan keagamaan.
Bahwasanya dalam masa pandemi saat ini ada penurunan jumlah
jamaah di masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Hal
tersebut terjadi karena akibat dari pemberlakuan protokol kesehatan
seperti dilakukannya sholat berjarak dan tidak boleh dilakukannya

kegiatan keagamaan yang sifatnya berkerumun. Sehingga pihak masjid
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juga harus mengurangi jumlah jamaah pada setiap kegiatan keagamaan
di masjid.
5) Penyebaran virus corona berpotensi tinggi

Penyebaran virus corona juga bisa berpotensi lebih tinggi
mengingat bahwa saat ini masih ada beberapa lapisan masyarakat yang
tidak patuh untuk menerapkan protokol kesehatan di segala aktifitas
sehari-hari terkhusus pada kegiatan keagamaan yang dilakukan di
masjid. Edukasi yang kurang dan perilaku yang cenderung
meremehkan adalah faktor penyebab terjadinya kurang kepatuhan
masyarakat melakukan protokol kesehatan.

Melihat saat ini bahwa realita sudah adanya peningkatan yang
sangat signifikan penyebaran di Indonesia terkhusus di wilayah
Kabupaten Jombang. Peningkatan jumlah pasien corona tidak
diimbangi dengan jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis di setiap-
setiap rumah sakit rujukan. Hal ini yang sangat terlihat dalam dampak

penyebaran corona.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencegahan Penularan Virus Corona di Masjid Agung Baitul Mukminin
Kabupaten Jombang Dalam Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten
Jombang Nomor 57 Tahun 2020

Dalam melakukan penerapan protokol kesehatan sudah secara jelas
disampaikan oleh pemerintah melalui hadirnya peraturan Bupati Nomor 57
tahun 2020 yang mana pada kebijakan ini mewajibkan semua kalangan untuk
melakukan protokol kesehatan. Implementasi yang dilakukan oleh pengurus
takmir masjid dengan melengkapi segala kebutuhan protokol sesuai panduan
peraturan Bupati dapat dibilang sudah baik karena hampir melengkapi
persyaratan yang tertera, akan tetapi ada juga hal-hal yang perlu untuk
diperbaiki. Hubungan komunikasi antar dinas kesehatan dengan pengurus
takmir juga masih berlanjut, sehingga adanya interaksi secara berkala dari
pihak pemerintah dengan pelaksana.

Adanya perbedaan sikap pelaksana antara awal masa pandemi dengan
masa new normal saat ini, diantaranya ditemukan bahwa sikap pelaksana
yakni takmir masjid selama awal pandemi sangat ketat seperti selalu ada
pengecekan suhu tubuh selama kegiatan ibadah di masjid, pengawasan ketat
dilakukan oleh petugas keamanan dan selalu mentaati himbauan dari

instruksi yang dikeluarkan oleh Bupati. Jika dibandingkan dengan saat ini
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bahwa muncul perubahan sikap perilaku yang terjadi oleh pihak pelaksana
seperti kurangnya pengawasan pada petugas keamanan masjid dalam
memantau kegiatan ibadah, melakukan pengecekan suhu tubuh hanya pada
saat adanya jamaah yang kapasitas besar seperti sholat jum’at dan shalat hari
raya dan disediakan alat sholat untuk perempuan.
. Dampak Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57 Tahun 2020
Tentang Pencegahan Penularan Virus Corona
Dalam pelaksanaan peraturan Bupati ini tentu tidak terlepas dari adanya
dampak positif dan dampak negatif yang mana dampak positif adalah sisi
keuntungan sedangkan dampak negatif adalah sisi kekurangan yang akan
menjadi bahan evaluasi untuk selanjutnya. Dampak positif dari peraturan
Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57 tahun 2020 adalah sebagai berikut
a. Penyebaran virus covid-19 menjadi lebih rendah
b. Merubah perilaku masyarakat, dimana bahwa ditemukan bahwa merubah
pola perilaku masyarakat yang awalnya tidak memperdulikan kebersihan
menjadi lebih memperhatikan hidup sehat
c. Masyarakat mengikuti era digitalisasi, yang mana banyak lapisan
masyarakat yang awalnya tidak tahu tentang kemajuan teknologi menjadi

paham dan mengerti
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Dampak negatif dari peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 57
tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pencemaran lingkungan karena adanya limbah sampah yang diakibatkan
sampah masker sekali pakai atau masker bedah karena bahannya sulit
untuk diuraikan sehingga menjadi persoalan.

b. Keterbatasan sosial, dengan tidak diperbolehkannya melakukan kontak
secara fisik menjadikan adanya batasan sosial di dalam masyarakat.

c. Kebutuhan finansial bertambah

d. Penurunan Jamaah di Masjid Agung Baitul Mukminin karena adanya
pandemi virus corona

e. Penyebaran virus corona berpotensi tinggi karena masih kurang sadarnya
masyarakat akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tentang implementasi dan
dampak dari pencegahan penularan virus corona di masjid Agung Baitul
Mukminin Kabupaten Jombang, yang mana maka terdapat beberapa saran yang
mana bertujuan untuk membangun dan menjadi bahan evaluasi untuk
kedepannya baik dari pemerintah maupun pelaksana pada bagian akhir
penelitian. Saran tersebut meliputi:
1. Kepada pemerintah

a. Dalam membuat aturan kebijakan hendaknya secara menyeluruh bukan
hanya terfokus ada beberapa aspek saja yang mana akan terjadi tumpang

tindih kebijakan
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b. Dalam menerapkan kebijakan pemerintah hendaknya lebih optimal lagi,
dalam segi pemantauan, penerapan hukum kepada yang melanggar
dilakukan secara tegas dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya
dari covid-19 dan pencegahan.

c. Persoalan mengenai anggaran hibah hendaknya dilakukan secara merata
karena memang mengingat bahwa di Jombang memiliki banyak masjid
yang juga butuh untuk memenuhi kebutuhan dalam menerapkan protokol
kesehatan sehingga masjid tidak terbebani. Alokasi anggarannya
seharusnya menyeluruh

2. Kepada aktor pelaksana

a. Terkait protokol kesehatan pihak masjid pada masa era new normal saat
ini mengingat bahwa pemerintah telah memberi kelonggaran terkait
aktivitas masyarakat seharusnya dalam melakukan aturan protokol
kesehatan harus lebih konsisten.

b. Melengkapi persyaratan yang telah tertuang dalam peraturan Bupati
mengingat ada beberapa aspek ketentuan dalam pedoman protokol

kesehatan yang masih belum lengkap.
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